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ABSTRACK
Ety Gustin Merdeka Waty (E111 12 001). The Politics Orientation of
Chinese Ethnic in Makassar City. Supervised by A. Yakub As the 1st
supervisor and A. Naharuddin As the 2nd supervisor.
Indonesia as a country that clearly upholds the equal rights of its fellow
citizen, especially in a political matters as it declared on the 1945 constitution
of the republic of Indonesia verse 27 and 28, along with 1983 GBHN chapter
IV political section stated that "the difference of either social or economy
status should not restrict the equal rights in political section". This statement
drives the Chinese ethnic to use the relation of democratic and multicultural,
and participates on making the prosperity of Indonesia. Therefore, the society
with the background of Chinese ethnic started to growing into an active
citizen and contributing with the movement and participation on every political
activities held in city of Makassar
The purpose of this research is to gives an orientation view and
tendency of chinese ethnic on making a political choice in every political
contest at Makassar. In order to obtain this goal, the writer needs to use a
descriptive analysis research type, with a qualitative research method. The
process of data gathering is being done by using a deep interview technique,
with the people whom are well-known about the problem that are being
analysed.
The result of this research shows on how the chinese ethnic decides
on the political choice which is tend to be rational on choosing the candidate
in every political competition at the city of Makassar. Whereas the rational
chooser is prioritizing by the capability of the political party or candidates on
the program itself. In addition, it could be seen by what they had been given
and done for the society, and what they are going to do in the future if they
are chosen. In following the political contest that has been held in Makassar,
the society, especially the district of Wajo which are mostly dominated by the
Chinese ethnic, does not really problematize the similarity of ethnic, religion,
culture and the race of the candidate, cause the capacity and capability very
important as the they tend to be rational in choosing the candidate. The
society of chinese ethnic tends to be rational and assuming that the ethnicity
is just one of the factors in determine the political that we are choosing.
Keyword: Political Orientation, Chinese Ethnic.
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ABSTRAK
Ety Gustin Merdeka Waty (E111 12 001). Orientasi Politik Etnis
Tionghoa Di Kota Makassar. Dibimbing oleh  A. Yakub sebagai Pembimbing I
dan A. Naharuddin sebagai Pembimbing II.
Indonesia sebagai negara yang jelas menjunjung tinggi persamaan
hak sesama warga negara, terutama hal-hal politik sebagaimana diisyaratkan
dalam UUD 1945 pasal 27 dan 28 serta dijelaskan kembali dalam GBHN
1983 bab IV bidang politik yang berbunyi: “Perbedaan status sosial maupun
ekonomi tidak harus membatasi persamaan hak dibidang politik”. Hal inilah
yang menjadikan etnis tionghoa menggunakan pendekatan demokratis dan
multikultural, untuk turutserta dalam memakmurkan Indonesia. Pergerakan
dan partisipasi dalam setiap kegiatan politik di Kota Makassar, kini
masyarakat etnis tionghoa terlihat lebih aktif dan mulai ikut terlibat.
Penelitian Ini Bertujuan Untuk menggambarkan orientasi atau
kecenderungan dalam menentukan pilihan politik dari etnis tionghoa pada
tiap kontestasi politik di kota Makassar. Dalam mencapai tujuan tersebut,
penulis melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis
dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan masyarakat yang
dianggap paham dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilihan politik masyarakat etnis
tionghoa cenderung rasional dalam memilih kandidat pada setiap kontestasi
politik di kota Makassar. Dimana pemilih rasional dimaksudkan lebih melihat
dan mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program
kerjanya. Apa yang telah diberikan dan diperbuat untuk rakyat serta apa yang
akan dilakukan kedepannya jika terpilih. Masyarakat kota Makassaar
khususnya di kecamatan Wajo yang lebih didominasi oleh warga etnis
tionghoa dalam mengikuti setiap kontestasi politik dikota Makassar tidak
begitu mempersoalkan adanya persamaan suku, agama, budaya dan ras
pada kandidat sebab kapasitas dan kapabilitas jauh lebih penting.
Masyarakat etnis tionghoa yang cenderung rasional dalam memilih kandidat
beranggapan bahwa faktor enisitas hanya merupakan salah satu penentu
dalam menentukan pilihan politik.
Kata Kunci: Orientasi Politik, Etnis Tionghoa.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem masyarakat terdapat beberapa individu maupun kelompok
yang berbeda, baik dari segi agama, ras, bahasa, dan etnis.
Keberagaman masyarakat tersebut dapat tercermin dalam kehidupan
bangsa ini. Indonesia sebagai negara multikultural yang didalamnya
terdapat berbagai kehidupan manusia yang sarat akan adanya suatu
perbedaan akan menciptakan sebuah harmonisasi kultural yang beragam.
Negara yang sebagian wilayahnya terpisah-pisah, Indonesia mampu
menunjukkan bahwa masyarakatnya mampu menjaga suatu keberagaman
dan tetap selalu menjunjung tinggi persatuan seperti yang telah tercantum
dalam sila ketiga Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa
Indonesia, juga terkenal dengan negara multietnis.
Etnisitas seringkali didefinisikan sebagai perasaan terhadap
identitas etnis yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam kelompok
secara subjektif dan simbolik untuk menghasilkan keterikatan dari dalam
dan menjadi pembeda dengan kelompok-kelompok lainnya1. Identitas
etnis dikategorikan oleh masing–masing kelompok berdasarkan hubungan
keluarga, kebudayaan, ras, agama dan asal daerah, menjelaskan bahwa
Identitas etnis baik secara kelompok maupun individu dibangun atas dasar
Subjektivitas (pengalaman) dan Objektivitas (kesejarahan).
1Paul R Brass (1991). Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. Hal. 60.
2Berbagai etnis yang tinggal dan menetap di Indonesia beberapa
diantaranya merupakan etnis pendatang salah satunya adalah etnis yang
berasal dari Cina yang kemudian dikenal sebagai etnis tionghoa, dari
beberapa etnis pendatang yang cukup banyak terlihat membaur dalam
struktur masyarakat Indonesia adalah etnis tionghoa. Jumlah penduduk
Indonesia Tionghoa naik sekitar 1,45% sampai 2,04% setiap tahunnya.2
Semenjak Reformasi iklim demokrasi secara nasional telah
membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk ikut berpartisipasi
dalam hal ini menggunakan hak pilihnya dan terjun langsung dibidang
politik, walaupun terkesan pelan dan lambat. Dengan ikut memilih dalam
setiap kontestasi politik dan terlibat dipanggung politik menjadikan etnis
tionghoa merupakan etnis khusus yang mendapat perhatian dari pihak
pemerintah3, dimana prinsip dagang yang mengedepankan rasa saling
percaya dan efisiensi diharapkan dapat membangun relasi yang baik,
namun kadang kecakapan dalam bidang ekonomi inilah pihak penguasa
sering kali memanfaatkan mereka demi mempertahankan kekuasaan.
Pemanfaatan kekhasan etnis tionghoa bagi kepentingan penguasa
di Indonesia ini telah bermula dari sejak pemerintahan kolonial belanda
dan memuncak pada saat orde baru berkuasa.Selama itu pula
keberadaan etnis tionghoa selalu menjadi polemik tersendiri dalam usaha
konsolidasi sebagai satu bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, sejak
lahirnya Indonesia, etnis tionghoa di Indonesia masih tetap dianggap
2Leo Suryadinata 2013: Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia209 hal.209.
3Juliastutik: Perilaku Etnis Tionghoa Pasca Reformasi.
3sebagai suatu etnis ‘pendatang’ yang harus mengalami proses
naturalisasi melalui asimilasi yang dipaksakan4.
Berbicara tentang masyarakat etnis tionghoa di Indonesia pada
umumnya dan di kota Makassar pada khususnya, pikiran orang banyak
akan tertuju pada peranan mereka dalam bidang perdagangan. Asumsi ini
bertolak dari adanya anggapan bahwa masyarakat etnis tionghoa
mendominasi bidang itu, dari keseluruhan pekerja Cina di Indonesia,
pedagang merupakan bentuk kelompok terbesar, bahwa kelompok bisnis
Indonesia sangat kecil tetapi tumbuh dengan cepat, dan tentu saja
golongan masyarakat etnis tionghoa adalah sebagian besar pedagang.
Namun satu hal penting yang tidak bisa dipungkiri adalah masyarakat
etnis tionghoa merupakan etnis yang minoritas yang selalu berada dalam
posisi dilematis yang sewaktu-waktu dapat terancam bila terjadi
kerusuhan sosial maupun kerusuhan politik.
Beberapa literatur yang mengangkat fenomena nyata pada
peristwa kerusuhan di kota Makassar pada tahun 1998 yang merugikan
pihak etnis tionghoa, baik dari segi perekonomian, sosial dan psikologis,
yang tentu saja punya dampak semakin rentannya nasib etnis tionghoa
(terhadap sasaran kerusuhan) pada masa yang datang.Seiring
berjalannya waktu dari masa ke masa pergeseran nilai diskriminasi yang
melekat pada etnis tionghoa dalam hidup bermasyarakat mulai redup,
disebabkan semakin banyak bermunculan kelompok, komunitas dan
4H.Junus Jahya, Masalah Tionghoa di Indonesia Asimilasi vs Integritas, Jakarta: Lembaga
Pengkajian Masalah Pemburuan, 1999.hal,24
4organisasi berskala Nasional yang menandakan keberadaan etnis ini.
Setiap komunitas dan kelompok etnis masing-masing menunjukan
identitas sendiri yang membedakannya dengan komunitas lain. Hal ini
baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempunyai pengaruh
terhadap setiap aktivitas sosial khususnya dalam bidang politik.
Etnis tionghoa di kota Makassar memulai pergerakan politik yang
berlandaskan pada UUD 1945 secara gamblang menyebutkan demokrasi
merupakan acuan dalam mengembangkan bentuk pemerintahan
Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945,
“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
susunan negera republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Dengan
pernyataan tersebut para pendiri negara menegaskan bahwa bentuk
negara Indonesia adalah Republik, bukan kerajaan atau aristokrasi, dan
rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian budaya politik masyarakat
menjadi sesuatu hal yang sangat urgent, mengingat masyarakat sebagai
pemegang kuasa penuh atas demokrasi.
Disamping itu Indonesia sebagai negara yang jelas menjunjung
tinggi persamaan hak sesamawarga negara, terutama hal-hal politik
sebagaimana diisyaratkan dalam UUD 1945 pasal 27 dan 28 serta
dijelaskan kembali dalam GBHN 1983 bab IV bidang politik yang berbunyi:
“Perbedaan status sosial maupun ekonomi tidak harus membatasi
persamaan hak dibidang politik”. Hal inilah yang menjadikan etnis
5tionghoa menggunakan pendekatan demokratis dan multikultural, untuk
turutserta dalam memakmurkan Indonesia.
Etnis tionghoa dapat kembali membangun tiga pilar budaya yaitu
media, pendidikan dan organisasi. Dalam bidang media cetak seperti surat
kabar yang khusus memuat berita dan peristiwa seputar tentang
Indonesia maupun mancanegara, beserta bahasanyapun menggunakan
bahasa mandarin dan ditelevisipun kini mudah ditemui program berita
yang menayangkan setiap perkembangan baik Nasional maupun
internasional yang dibawakan dalam bahasa mandarinpula. Dan dalam
bidang pendidikan, begitu banyak sekolah swasta yang mengkhususkan
para etnis tionghoa dan dikenal pula cerdas dalam bidang sains, demikian
juga organisasi sekarang ini banyak organisasi dan komunitas yang
menandakan keberadaan mereka yang tersebar diberbagai wilayah
Indonesia khususnya di Makassar.
Etnis tionghoa kemudian memanfaatkan kebebasan demokrasi
dengan membentuk organisasi seperti Partai Politik Etnis tionghoa atau
bergabung membentuk organisasi berdasarkan kalangan, keluarga,
marga, agama Tionghoa, hobi dan alumni, meski masih ada sebagian dari
mereka cenderung bergabung dengan partai pribumi. Adapun organisasi
yang cukup besar dikenal yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa
Indonesia (PSMTI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI),
6belakangan dikenal sebagai Perhimpunan Indonesia Keturunan
Tionghoa5.
Pergerakan dan partisipasi dalam setiap kegiatan politik di Kota
Makassar, kini masyarakat etnis tionghoa terlihat lebih aktif dan mulai ikut
terlibat. Beberapa tokoh-tokoh masyarakat etnis tionghoa Makassar yang
terjun ke dunia politik lebih memilih partai-partai nasional, seperti Golkar,
PDIP, PAN dan lain-lain sebagainya. Hal ini mereka lakukan untuk
menunjukan bahwa mereka mau berbaur dan lebur dengan pribumi untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa khususnya di kota
Makassar. Justru dengan demikian beberapa tokoh politik dari etnis
tionghoa tersebut dapat memberikan citra tersendiri terhadap etnis
tionghoa secara umum.
Salah satu yang berasal dari keturunan etnis tionghoa yaitu, Arwan
Tjahyadi menjadi pelopor dan satu-satunya wakil masyarakat etnis
Tionghoa yang memberanikan diri maju pada Pemilu 1999 melalui Partai
Kedilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan berhasil menjadi anggota
DPRD Kota Makasar. Langkah Arwan Tjahjadi tersebut telah membuka
mata etnis tionghoa lainnya, sehingga pada pemilihan legislatif 2014 –
2019 kembali dari etnis tionghoa, Erik Horas dan William terpilih
menduduki kursi DPRD kota Makassar. Hal ini semakin menunjukan
bahwa masyarakat etnis tionghoa patut diperhitungkan dalam urusan
politik.
5Uraian singkat tentang organisasi Etnis Tionghoa sesudah kejatuhan Suharto, lihat Leo
Suryadinata, Resurgence Of Ethnic Chinese Identity In Post-Suharto Indonesia: Some
Reflections, Asian Culture 31, Juni 2007.
7Minat masyarakat tionghoa untuk ikut memilih maupun langsung
memasuki dunia politik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:
kondisi dunia politik dan pemerintahan RI yang sudah semakin membaik
selama digulirkannya reformasi di Negeri ini. Semakin membaiknya
wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia terutama dalam memahami
kehidupan multi etnik dan multi kultur di negeri ini. Sehingga masyarakat
tionghoa tidak lagi menilai kandidat dari warna kulit dan etnis tetapi kulitas
seseorang dan kredibilitasnya dalam masyarakat. Kemudian munculnya
rasa percaya diri dalam masyarakat tionghoa dan mengalahkan traumatik
dalam dirinya akan masa lalunya yang kelam dan menyakitkan. Terutama
generasi muda masyarakat tionghoa yang berupaya bangkit hidup
bersejajar dengan warga pribumi lainnya.
Menentukan orientasi politik masyarakat yang berasal dari
keturunan tionghoa mulai terlihat dalam berbagai peristiwa politik. Latar
Belakang keterlibatan etnis Cina dalam politik di Indonesia terutama di
kota Makassar bisa dikatakan tidak terlepas dari sejarah, kelompok dan
komunitas etnis tionghoa yang ada di Makassar terus menunjukan
eksistensinya dalam kemulti-etnikan yang ada di kota ini.
Orientasi politik sendiri merupakan kecenderungan atau arah gerak.
Dalam menentukan pilihan politik, konsep tentang orientasi banyak
berhubungan dengan budaya politik, sebagaimana Austin Ranney
menyebutkan defenisi budaya politik adalah sebuah pola orientasi
terhadap objek-objek politik. Pada prinsipnya orientasi politik dari suatu
8kelompok atau organisasai masyarakat tertentu adalah pengembangan
prinsip-prinsip budaya politik kepada masyarakat luas, orientasi ini untuk
menjaring dukungan dari berbagai pihak.
Orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik mencakup: (1)
Orientasi kognitif; pengetahuan dan keyakinan terhadap struktur
pemerintahan terdiri dari orientasi rezim, bagaimna individu merespon
terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-
normanya, dan orientasi terhadap input dan output pemerintah,
bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk
kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah; (2) Orientasi afektif;
perasaan terhadap sistem politik seperti orientasi identifikasi, kesatuan
politik, wilayah geografis dan kelompok dimana merasa memilikinya,
adanya kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka,
kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dan dalam kehidupan
masyarakat, adanya ‘aturan permainan’, konsep individu tentang aturan
mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan, dan (3) Orientasi
evaluasi; penilaian terhadap aktivitas politikyang terdiri dari kompetensi
politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang
berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan
sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan, perasaan
bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan
pengaruh atas proses politik.
9Pada saat pilpres lalu, tahun 2014 para kelompok etnis Tionghoa
kota Makassar, hadir dengan pakaian beratribut Jokowi-JK dan terbuka
menyatakan dukungan ke pasangan capres/cawapres nomor urut dua itu,
seperti elit tionghoa di Makassar yang tergabung dalam Paguyuban Sosial
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sulawesi Selatan. Selain itu,
mobilisasi suara kalangan etnis tionghoa juga merebak melalui sistem
getok tular perkumpulan6. Bahkan, dikelompok peribadatan etnis
Tionghoa, Kong Hu Cu, Budha dan Kristen Katolik, ada semacam
‘instruksi’ untuk wajib memberikan suaranya pada pasangan Jokowi-JK
kala itu7.
Uraian diatas menunjukan bahwa bukan atas dasar kesamaan
etnis, ataupun kekerabatan yang masih amat kental dikalangan etnis
tionghoa yang hanya akan menghambat proses demokratisasi. Sehingga,
jika hal tersebut diarahkan untuk kepentingan politik kekuasaan tertentu,
maka hal itu menjadi kekuatan politik yang besar. Maka sirna anggapan
bahwa hanya karna adanya kesamaan etnislah yang akan didukung oleh
etnis tionghoa itu sendiri, kuatnya ikatan kekerabatan (darah dan
kekeluargaan) dan kesamaan kesukuan, bahasa, dan adat-istiadat tidak
selalu menjadi hal yang selalu diutamakan dalam memutuskan pilihan
politik dari masyarakat etnis tionghoa8.
6Sistem getok tular perkumpulan: mobilisasi suara melalui suatu perkumpulan  guna untuk
menyatukan suara sebelum menjatuhkan pilihan kepada salah satu kandidat.
7JAKARTA.gebraknews MafiaWar (25): Pemilu Pilpres 2014 = Komunitas Cina Berlaku Rasis.
8Surbakti R, Memahami Ilmu Politik, hal 44 (Jakarta, PT.Grasindo, 1992).
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Sejak ditetapkan UUD No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
daerah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dan politik
ditinggkat lokal mengalami pergeseran, bahkan perubahan yang luar
biasa. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh
anggota parlemen daerah (DPRD Provinsi untuk memilih gubernur dan
DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Walikota), sejak satu 1 Juli
2006 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses Pilkada. Rakyat
yang sebelumnya menjadi penonton, tiba-tiba berubah menjadi pelaku
dan penentu. Anngota DPRD yang sebelumnya memiliki wewenang besar
dalam menentukan pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 kini wewenang anggota DPRD tersebut
dipersempitkan untuk tidak dapat menentukan kepala daerah.
Pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan walikota dan wakil
walikota di kota Makassar yang telah dilaksanakan tahun 2013 lalu
kemudian dimenangkan oleh Danny Pamanto dan Syamsu Rizal dengan
perolehan suara 182.484 atau 31,18 persen mengungguli 9 pasangan
lainnya. Menjadi menarik adalah adanya salah satu kandidat yang berasal
dari etnis tionghoa yaitu Herman Handoko (Ahao) biarpun tidak terpilih hal
ini menunjukan bahwa etnis tionghoa mampu ikut serta dalam proses
politik.
Berdasarkan pemaparan diatas, dengan melihat dinamika dan
pemahaman dari etnis tionghoa dalam tiap peristiwa maupun proses
politik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
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“ORIENTASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DI KOTA MAKASSAR”.
Penulis memfokuskan pada masyarakat etnis tionghoa yang bermukim di
Kota Makassar.
1.2. Rumusan Masalah
Memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,
dengan melihat luasnya wilayah penelitian ini, maka penulis membatasi
kajian penelitian orientasi politik etnis tionghoa di kota Makassar. Dengan
itu penulis merumuskan masalah yang perlu mendapat penjelasan
sebagai berikut ;
Bagaimana Kecenderungan Pemilih Etnis Tionghoa dalam
menentukan Pilihan Politik Pada Setiap Kontestasi Politik di Kota
Makassar ?
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk menggambarkan orientasi atau kecenderungan dalam
menentukan pilihan politik dari etnis tionghoa pada tiap kontestasi politik di
kota Makassar.
1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Akademik
a. Mendorong munculnya penelitian baru dalam bidang ini,
sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan
perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan
b. Sebagai referensi, informasi, dan tambahan literatur bagi
pembaca yang tertarik pada kajian ilmu politik.
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c. Memperluas kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan
ilmu pengetahuan.
1.4.2. Manfaat Praktis
a. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.
b. Untuk membantu para pelaku politik memahami realitas
politik di kota Makassar.
c. Memberi pemahaman bahwa orientasi politik etnis tionghoa
di kota Makassar sebagai bagian dari proses demokrasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan diuraikan beberapa aspek yang akan
memudahkan pembaca memahami penelitian. Aspek – aspek tersebut
yaitu, Konsep Orientasi Politik, Politik Etnis, Budaya Politik, Stereotip
Etnis, dan Kerangka Pemikiran beserta skemanya.
2.1. Konsep Orientasi Politik
Konsep tentang orientasi banyak berhubungan dengan budaya
politik, sebagaimana Austin Ranney menyebutkan defenisi budaya politik
adalah sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik9. Defenisi
orientasi adalah kecenderungan atau arah gerak dalam politik. Adapun
tentang rumusan tipe-tipe orientasi politik dengan mengikuti rumusan
Parson dan Shils, yaitu10: Orientasi kognitif (pengetahuan, keyakinan),
orientasi afektif (perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya
tentang objek politik), dan orientasi evaluasi (penilaian dan opini tentang
objek politik yang biasanya melibatkan nila-nilai standar terhadap objek
politik dan kejadian-kejadian). Orientasi terhadap objek politik dapat
dipandang dari tiga hal itu.
Oleh karna itu, seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi
tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-
masalah dari kebijakannya, Inilah yang disebut dimensi kognitif. Dimana
dimensi afektif memiliki perasaan penolakan terhadap sistem.
9Gatara Said, Sosiologi Politik :Konsep Dan Dinamika Perkembangnnya, 2007,Pustaka Setia,
Bandung. Hal-237
10Ibid,hal-242
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Orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik mencakup:
1. Orientasi terhadap pemerintahan, yaitu orientasi terhadap
rezim, yaitu bagaimana kelompok mengevaluasi dan
merespon terhadap  lembaga-lembaga pemerintah, simbol-
simbol dan norma-norma.
2. Orientasi terhadap input dan output pemerintah, yaitu
bagaimana kelompok merespon terhadap permintaan
terhadap permintaan kebijakan publik (input) dan kebijakan
yang dibuat pemertintah (output). Hal ini meliputi
inventarisasi terhadap pengetahuan kelompok terhadap
bagaimana proses dapat berjalan, apa permintaan kelompok
terhadap pemerintah, serta bagaimana kelompok percaya
terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.
Orientasi terhadap sistem politik, yaitu Identifikasi politik meliputi
unit-unit politik, seperti bangsa, negara, kota, wilayah, area, geografi.
1. Kepercayaan politik yaitu Sejauh mana kelompok dapat
bekerjasama atau mempunyai sikap toleransi dalam
bekerjasama dengan pihak lain dalam kehidupan berbangsa.
2. Aturan main sejauh mana kelompok mempunyai konsepsi
tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam
kehidupan berbangsa.
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Orientasi terhadap aktivitas politik yaitu orientasi terhadap aktivitas
politik yang perlu diperhatikan adalah:
1. Kompetensi Politik (Kekuasaan) seberapa sering dan apa
yang mendorong kelompok berpartisipasi dalam kehidupan
berbangsa. Perebutan kekuasaan merupakan salah satu
faktor yang mendorong manusia untuk terlibat untuk
berpartisipasi politik di tingkatan lokal maupun nasional,
namun dalam mengapresiasikan hasrat tersebut,
kecenderungan mencari atau membuat wadah menjadi
suatu keharusan. Wadah tersebut bisa berupa partai politik
atau organisasi non politik (ormas).
2. Manfaat politik perasaan yang menunjukkan kegiatan politik
kelompok yang mempunyai dampak terhadap proses politik.
Hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa perubahan politik
adalah mungkin dan dapat menyelesaikan/menyempurnakan
perubahan bangsa. Biasanya penilaian dapat dilihat dari
barometer apakah mereka mempunyai kepedulian terhadap
manfaat politik.
Selanjutnya orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang
terhadap:
1. Pada sistem: sebagai suatu keseluruhan dan temasuk
berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi,
kognisi evaluasi suatu bangsa;
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2. Pada pribadi sebagai aktor politik: isi dan kualitas, norma-
norma kewajiban politik seseorang serta isi dan kualitas
kemampuan diri setiap orang.
Ada pula pandangan terhadap objek orientasi politik yang diuraikan
diatas. Rusadi Kantaprawita misalnya, dengan redaksi yang berbeda
namun subtansinya sama menjelaskan bahwa objek orientasi politik
meliputi keterlibatan seseorang terhadap:
1. Sistem politik secara keseluruhan yang meliputi intensitas
pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh
apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan
kekuatan, karakteristik konstitusional negara atau sistem
politiknya.
2. Proses input yang meliputi intensitas pengetahuan dan
perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang
diajukan atau yang diorganisasi oleh masyarakat, termasuk
prakarsa untuk menerjemahkan atau mengovensi tuntutan
tersebut sehingga menjadi kebijaksanaan yang otentif
sifatnya. Dengan demikian menurutnya, proses input antara
lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok
kepentingan, dan alat komunikasi massa yang nyata-nyata
berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai alat
penampung berbagai tuntutan.
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3. Proses output yang berkenan dengan fungsi pembuatan
aturan/perundang-undangan oleh badan legislatif, fungsi
pelaksanaan aturan oleh eksekutif dan fungsi peradilan.
Beberapa aspek orientasi politik yang ada kaitannya dengan
budaya politik dikemukan oleh para ahli dijadikan sebagai pedoman untuk
lebih memahami secara teoritis sebagai berikut:
1. Budaya politik adalah aspek politik dan nilai-nilai yang terdiri
atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos.
Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar
masyarakat. Budaya  politik tersebut memberikan rasional
untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Orientasi politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek
generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi,
saperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme. Yang
kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, terbuka atau
tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah
nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu
pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah
tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu
sikap terbuka dan tertutup, tingkat militantsi seseorang
terhadap orang lain dalam pergulan masyarakat. Pola
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kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif
kebebasan), sikap terhadap mobilitas (memperthankan
status atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan
(menekankan ekonomi atau politik).11
Uraian diatas, Nampaknya membawa pada suatu pemahaman
konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan
individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti
bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap
masyarakatakan cenderung bergerak kearah individualisme. Jauh dari
anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam
orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam
masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi
individual.
Orientasi politik didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika
terkonsentrasi pada individu, orientasi politik merupakan fokus psikologis.
Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Budaya
politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen
dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”12.
Orientasi politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari
ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini
dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat budaya politik tersebut
11Ibid. Dalam, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., dalam Amir Efendi Siregar (ed.), Arus
Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta, cetakan
ke-2, 1991, hal. 233
12Rosenbaum ,2007. The Definition And Classification Political Culture. Hal.8.
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memberi rasioanal untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma
lain.
Menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat
berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran. Budaya
politik, menekankan ideologi yang umum berlaku dimasyarakat, bukan
ideologi perorangan yang sifatnya khusus dan beragam.
2.1. Politik Etnis
Wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak
reformasi di Negeri ini digulirkan. Hal ini seiring dengan kebijakan
desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era reformasi telah
menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi
daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan
memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas
wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara
sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Praktik politik etnis
secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan
oleh aktor-aktor politik.
Seperti yang diungkapkan oleh Muhtar Haboddin yang mengatakan
bahwa: “Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara „kami‟
dan „mereka‟, „saya‟ dan „kamu‟ sampai pada bentuknya yang ekstrim
„jawa‟ dan „luar jawa‟ atau „islam‟ dan „kristen‟. Dikotomi oposisional
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semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam
musuh ataupun rival politiknya yang notabene „ kaum pendatang‟.13
Munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil setting politik
etnisitas ini merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan
politiknya. Bahkan disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik
identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa ditingkat
lokal untuk mendapatkan kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi.
Politik etnis merupakan tindakan politik yang diarahkan dengan
menggunakan etnis sebagai kekuatan politik. Etnis dapat menjadi sebuah
dukungan moral dalam penentuan pemilihan politik. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan politik tidak disangkal, disamping segi-segi
yang formal juga menckup segi-segi kultur suatu masyarakat yang
melekat pada perilaku suatu suku bangsa, hal ini disebabkan karna
masyarakat mencerminkan perilaku kelompok masyarakat. Maka tidak
heran jika realitas sehari-hari kita sering berhadapan dengan kegiatan
yang berhubungan dengan masalah keberadaan suatu kelompok etnis.
Rothschild dalam ethnopolitics; a conceptual framework,
mengutarakan bahwa politik etnis adalah (1) membuat seseorang
mengetahui dan sadar akan keterkaitan politik dengan nilai-nilai budaya
etnik mereka dan sebaliknya, (2) untuk mendorong perhatian mereka
mengenai keterkaitan kedua hal tersebut, (3) untuk memobilisasi mereka
kedalam kesadaran etniknya, dan (4) mengarahkan perilaku mereka
13Muhtar Haboddin, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, (Malang: Jurnal Studi
Pemerintahan Universitas Barawijaya, 2007), hal. 111.
21
kedalam aktivitas arena politik pada basis kesadaran, perhatian,
kesadaran kelompok. Politisasi etnis seperti itu bisa meningkatkan,
memperlambat, atau menghapuskan keadaan integrasi politik, dapat
melegitimasi atau delegitimasi sistem politik mereka, dan menstabilkan
pemerintahan14.
Dimensi objektif dari kelompok etnis meliputi kehadiran beberapa
institusi atau organisasi masyarakat, kenyataan bahwa memiliki nenek
moyang dan keturunan, sebagai pembentukkan identitas dan penyebaran
budaya dan kenyataan bahwa ada suatu catatan untuk perilaku budaya
dalam bentuk kebiasaan, upacara dan prasangka yang memberikan isi
budaya dan budaya itu disebarkan dan juga ditetapkan dalam pola tingkah
laku yang jelas. Dimensi subjektif dari kelompok etnis berdasarkan pada
apa yang disebut Fredic Barth sebagai batasan psikologi-sosial dan
mengacu pada kenyataan pemasukan dan pengeluaran ke dalam
kelompok. Ada dua model batasan etnis yakni dari dalam kelompok
(internal) dan dari luar kelompok (eksternal), dinamika hubungan antara
etnis tergantung pada dua batasan ini.
Batasan internal adalah wilayah dimana pasukan dari dalam
kelompok yang bertumpang tindih dengan proses identitas diri. Anggota
kelompok tersebut menyatakan perasaan kesetiaan dan simpati terhadap
anggota kelompok etnis yang sama. Batasan eksternal menjadi garis
kelilingi pengeluaran anggota yang menjadi pembatasan ruang dari orang
14Joseph Rothschild,Ethnopolitics: A Conseptual Framework,(New York: Columbia University
Press,1981).
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luar. Dalam masyarakat yang multietnis dimana anggota kelompok etnis
yang berbeda berinteraksi dan bersaing dengan etnis lainnya, dengan
adanya batasan internal pasti akan menghasilkan batasan eksternal,
dengan demikian etnisitas merupakan sesuatu yang berbatas ganda. Satu
batas dari dalam dipertahankan oleh proses sosialisasi dan batasan luar
dibangunoleh proses hubungan antara kelompok15.
Sejak lama sudah muncul perhatian akademik mengenai Pemilihan
Umum (pemilu) dan perilaku voting pada masyarakat yang “terbagi-bagi”
Banyak sarjana yang merasa khawatir bahwa pemilihan umum pada
masyarakat yang terbagi-bagi secara etnis akan menghasilkan pemilu
sensus, yang menjauh dari demokrasi. Dengan kata lain, pemilu seperti itu
cenderung menciptakan blok-blok yang tegas batas-batasannya yang
menjauh dari akomodasi antar-etnis. Meskipun ada kesepakatan umum
bahwa etnisitas merupakan faktor penting di banyak Negara, ada
perdebatan cukup sengit tentang mengapa voter memilih berdasarkan
etnis itu? Sebagian orang berpendapat bahwa voter memilih calon
berdasarkan etnisnya karena mereka yakin bahwa calon “mereka” akan
melindungi (menjadi patron) merek.16 Karena itu, voting yang berdasarkan
garis etnis tertentu sebagian tidak akan mendapatkan keuntungan
patronase. Dengan cara ini, identitas etnis menawarkan informasi cepat,
yang memberitahu voter bahwa memilih calon etnis atau partai etnis
15Wsevolod W. Isajiw,” Defenition and dimensions of ethnicity; A Theoretical framework,(paper
presented at “ Join Canada-United State Conference on the measurement of ethnicity” Otawa
Ontario, Canada, april 21992) Ibid hal.6
16Ishiyama & Marijke Breuning hal. 367
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tertentu akan lebih memberikan keuntungan bagi pemilih daripada memilih
calon atau partai dari kelompok etnis lain. Maka, pemilih yakin bahwa
keuntungan akan lebih memungkinkan untuk diraih dengan cara
menunjukkan solidaritas kepada komunitas. Dengan kata lain, mereka
menyadarai “bahwa hanya anggota kelompok etnis mereka sendiri yang
dapat membela kepentingan kelompok etnis secara keseluruhan, dan
bahwa anggota kelompok etnis lain tentu tidak akan membela mereka.17
Etnis adalah suatu hubungan sosial ketika seseorang memberitahu
dan kondisi tindakan mereka berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Satu
pandangan18, mengemukakan bahwa etnis dipolitisasi ketika koalisi politik
diorganisir berdasarkan garis etnik, atau ketika akses untuk kepentingan
politik maupun ekonomi tergantung etnis.
2.2. Budaya Politik
Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri
dari ide, pengetahuan, mitos, yang dikenal dan diakui oleh sebagian besar
suatu masyarakat budaya politik tersebut memberikan rasional untuk
menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain19. Budaya politik
merupakan hal yang bernilai dan berdampak terhadap pelaksanaan suatu
sistem politik. Pemahaman terhadap suatu budaya politik, dapat menjadi
titik awal dalam menganalisis kehidupan sistem politik suatu kelompok,
17Ibid, hal.368
18James D fearon, Etnhic Mobilization And Etnhic Violence, Departemen of political sience
Stanford university, (Stanford, august 11, 2004) hal.2
19lihat di http://en.www.wikipedia.org/wiki/political_culture (diunggah pada Tgl 6 Mei 2016)
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negara atau bangsa, yang kemudian dapat memberi kontribusi dalam
menganalisis dan mengembangkan suatu kehidupan politik.
Austin Ranney menyebutkan defenisi budaya politik adalah sebuah
pola orientasi terhadap objek-objek politik. Pada prinsipnya orientasi politik
dari suatu kelompok atau organisasai masyarakat tertentu adalah
pengembangan prinsip-prinsip budaya politik kepada masyarakat luas,
orientasi ini untuk menjaring dukungan dari berbagai pihak.
Pemahaman tentang budaya politik merupakan konsep yang
menghubungkan antara nilai-nilai, sikap dan kepercayaan yang dianut
bersama dengan relasi kekuasaan. Hubungan elemen ini berdampak
terhadap suatu sistem politik dan realisasinya. Budaya politik secara luas
dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan yang dimiliki bersama (a
shared sistem of beliefs) terhadap suatu pemerintahan, dan peran warga
negara dalam sistem pemerintahan tersebut. Untuk menganalisis sebuah
kultur atau nilai-nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat tertentu, sangat penting untuk terlebih dahulu membicarakan
aspek psikologi dari masing-masing individu masyarakat beserta keadaan
sosial sekumpulan individu tersebut sebagai suatu karakteristik pribadi
dan karakteristik sosial.
Begitupun dalam hal menentukan pilihan politik  setiap manusia
dalam komunitas masyarakat memiliki karakter, keinginan dan tujuan.
Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pola-pola interaksi dan bentuk
pengorganisasian hubungan-hubungan antara anggota masyarakat. Mulai
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dari cara mencapai tujuan, kesepakatan dan juga menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang ada. Interaksi yang terjalin dengan
berbagai pola-polanya yang didasarkan pada orientasi akan kepentingan
dan juga tujuan akan melahirkan berbagai pola perilaku berdasarkan
orientasi dan konteks masyarakat. Secara umum pola perilaku ini dapat
berupa perilaku ekonomi, perilaku budaya, keagamaan dan perilaku
politik20.
Masyarakat dalam hal ini etnis tionghoa akan berinteraksi dan
berada dalam konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya.
Orientasi itu didasarkan pada keinginan, karakter dan tujuan-tujuannya.
inilah yang kemudian membentuk pilihan-pilihan politik yang akan terpola
dalam waktu yang lama, ataupun secara temporer dapat berlaku
tergantung pada sejauh mana sesorang maupun lembaga politik mampu
menerjemahkan dan menerima kepentingan-kepentingan mereka. Yang
kemudian dituangkan dalam keikutsertaan pada setiap kontestasi atau
peristiwa politik yang berlangsung, sebagai bagian dari proses demokrasi
yang didalamnya terlibat masyarakat etnis tionghoa kemudian
digolongkan dalam perilaku pemilih.
Down menyatakan bahwa seorang pemilih umumnya tidak memiliki
informasi yang baik dibidang politik oleh karena informasi yang diterima
tidak seimbang, sehingga menyebabkan mereka memilih tidak rasional.
Terhadap hal ini diketahui prasyarat lainya dari pilihan rasional adalah
20Sudijono S. Perilaku Politik, 1995, Hal. 3.
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adanya akses informasi terhadap kebijakan pemerintah oleh masyarakat,
tanpa akses informasi ini mustahil masyarakat dapat menilai kebijakan
pemerintah dikaitkan dengan manfaat pendapatan (utilities income).
Dalam perilaku pemilih ada tiga aspek penting yang masing-masing
memiliki pemahaman dan karakteristik yang berbeda. Ramlan surbakti
menyatakan perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan
yaitu21:
1. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosioligis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di
Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, flananngan menyebutnya
sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika
menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih
masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai sosial determinism
approach. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa
karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan
perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan,
pendidikan dsb) dan karekteristik atau latar belakang sosiologis
(seperti agama, wilayah, jenis kelamin,umur dsb) merupakan faktor
penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata,
pengelompokan sosial seperti umur (tua- muda); jenis kelamin (laki-
perempuan); agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan
21 Ramlan Surbakti.Partai, Pemili dan Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.hal 170
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yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial
baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-
organisasi keagamaan, organisasi-organisasi frofesi; maupun
pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun
kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat
vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-
kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk
sikap, persepsi dan orientasi seseorang.
2. Pendekatan Psikologis
Merupakan fenomena Amerika serikat karena dikembangkan
sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui Survey Research Centre di
Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut
sebagai Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah
Angust Campbell. Pendekatan ini menggunakan dan
mengembangkan konsep psikologi-terutama konsep sosialisasi dan
sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak
dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses
sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah
sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.
Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang-sebagai
refleksi dari kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup
menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh
karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek
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psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu
partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap
kandidat.
3. Pendekatan Rasional
Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku
pemilih sebenarnya diadaptasi dari gabungan ilmu politik dan ilmu
ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan
perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat
bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya
untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam
perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara
rasional, yakni memberikan suara yang dianggap mendatangkan
keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.
Aspek diatas menjelasakan perilaku pemilih secara umum, salah
satunya pendekatan psikologis yang lebih mengarah kepada
pemahaman dan pengetahuan tentang objek politik dalam hal ini tiap
kandidat. Dalam pendekatan ini pemilih diarahkan pada nilai-nilai
kesetiaan terhadap figur tertentu ditransmisikan kepada anak pada
saat usianya masih sangat belia (antara 10-11 tahun). Pengaruh
keluarga ini terus berlangsung hingga anak dewasa meskipun berjalan
sangat cair dengan lingkungannya sepanjang masa. Hingga akhirnya,
sang anak memahami politik sebagaimana orang tua mereka. Masa
anak-anak hingga remaja dan dewasa inilah yang diklaim pendekatan
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ini menentukan perilaku memilih dan pilihan politik
seseorang. Pendekatan ini juga didorong  faktor internal dari kandidat,
misalkan kepribadian kandidat, latar belakang kandidat dan
kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat. Pemilih lebih
cenderung kefaktor internal kandidat dari pada faktor eksternal
misalkan program yang akan dijalankan apabila terpilih, tidak banyak
yang menjadikan latar belakang sang kandidat untuk dipilih. Seperti
kesamaan agama, ras, dan suku. Maka dapat dikatakan bahwa
pentingnya keluarga dalam mensosialisasikan pengetahuan politik
terhadap generasi muda dalam hal ini anak.
2.3. Stereotip Etnis
Stereotip Etnis merupakan konsep mengenai sifat dari golongan
etnis tertentu serta keturunannya. Salah satu masalah yang selama
puluhan tahun menjadi duri dalam daging ditengah masyarakat
Indonesia, banyak studi telah dilakukan untuk meneliti akar
permasalahan serta penanggulangan konflik-konflik yang timbul
berkenaan dengan persoalan antar etnis maupun keturunannya. Isu
yang dikemukakan dalam berbagai studi mengenai interaksi antar etnis
di Indonesia teramat banyak, salah satunya adalah mengenai persepsi
masyarakat pribumi terhadap beragam etnis pendatang. Dalam sebuah
masyarakat pasti terdapat penggolongan, untuk bisa merumuskan suatu
penggolongan kita memerlukan kriteria, kriteria yang sama akan suatu
hal dapat membuat seseorang dengan orang lainnya dimasukkan dalam
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golongan tertentu, sedangkan perbedaan dalam kriteria tertentu dapat
menjadikan ia “orang luar” bagi golongan yang lain.
Misalnya menyinggung mengenai apa yang disebut kriteria atribusi
antar penggolongan, yang membedakan suatu golongan dari golongan
lain. Perbedaan antar golongan ini akan menghasilkan pandangan-
pandangan yang tentu mempengaruhi interaksi sosial22. Disadari atau
tidak, berbagai pandangan ini kemudian meluas sehingga terbentuk
stereotip tentang satu kelompok etnis tertentu yang pada gilirannya ketika
terjadi benturan akan berubah menjadi prasangka atau anggapan yang
tidak baik mengenai suatu golongan23.
Persepsi negatif dapat menimbulkan prasangka yang bisa saja
berbahaya apabila sudah berkenaan dengan perbedaan pendapat.Hal ini
terjadi pada etnis tionghoa di Indonesia. Banyak prasangka tentang etnis
tionghoa yang tersimpan di masyarakat pribumi selama puluhan tahun
terbukti menjadi kambing hitam yang membuat etnis tionghoa maupun
keturunannya menjadi “sasaran” kekerasan yang terjadi, contohnya saja
pada peristiwa Mei 1998. Karena dianggap menguasai ekonomi, orang-
orang yang tergolong etnis Cina maupun yang cuma secara ‘fisik’ terlihat
seperti etnis Cina menjadi target kemarahan pribumi pada waktu itu24.
Ini membuktikan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam struktur
negara dan masyarakat Indonesia pasca 1998 yang ditandai dengan “era
reformasi”. Perubahan yang bisa kita lihat paling nyata dalam konteks
22Suwarsih Warnaen. 2002:Stereotip etnis dalam masyarakat multietnis. hal.59
23Kamanto Sunarto. 2002: Interaksi Antar Etnis Cina. hal. 8
24Publikasi Komnas Perempuan,1998.
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“budaya Cina” misalnya adalah kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek.
Situasi ini memungkinkan terjadi perubahan-perubahan pola pikir serta
pandangan didalam masyarakat, baik yang berasal dari golongan nonetnis
cina maupun dari orang-orang yang digolongkan sebagai etnis tionghoa
itu sendiri.
Perubahan pandangan, sekecil apapun, tentu dapat mempengaruhi
sikap dalam keseharian bermasyarakat dan hubungan antar individu.
Stereotip dari etnis tertentu sudah memiliki sejarah perkembangan
berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun persepsi ini dapat berubah-ubah
sesuai kendala ekonomi dan politis yang dihadapi.
Persepsi-persepsi pemimpin pribumi tentang minoritas Tionghoa
periode sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II, yakni
minoritas Tionghoa lebih bersifat ekslusif, dan secara ekonomis lebih kuat
walaupun belum ada persetujuan seberapa kuat ekonomi Tionghoa itu
sebenarnya, serta dianggap masih mempunyai hubungan dan semacam
kesetiaan dengan negara Cina. Sebagian orang Indonesia secara pribadi
menerima orang Tionghoa peranakan sebagai anggota penuh bangsa
Indonesia, namun kebanyakan tidak. Dari segi politik juga tampak bahwa,
kecuali PKI dan partai kecil sayap kiri lainnya, semua unsur politik
melakukan diskriminasi keanggotaan terhadap etnis Cina:
“merupakan keinginan umum dari semua nasionalis untuk menanggalkan
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kekuatan ekonomi orang Tionghoa yang oleh para nasionalis itu dianggap
sebagai ‘unsur asing’25.
Etnis tionghoa di Indonesia dan diseluruh dunia dikenal pula
sebagai perantau sejak ratusan tahun yang lalu. Mau tak mau mereka
menjadi rajin dan ulet. Semakin hidup sulit maka akan semakin ulet, tidak
akan mudah putus asa walau mereka mengalami diskriminasi di negara
orang lain. Etnis tionghoa di negaranya sendiri akan jauh lebih santai
menjalani kehidupan mereka. Karena keuletannya tersebut etnis tionghoa
dianggap kelas menengah ke atas dan dianggap orang kaya.Padahal
dalam struktur sosial China, menjadi pedagang adalah pekerjaan yang
paling rendah disana. Muncul banyak anggapan bahwa etnis tionghoa
bersifat industrial dan ada juga yang melabel etnis ini sebagai etnis yang
esklusif dan commercial, tidak nasionalis mereka seringkali memakai
bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari bahkan di tempat umum
sekalipun, mereka selalu ingin didahulukan, seperti mereka tidak mau
antri, selalu ingin menjadi yang pertama, terkadang tidak mau ikut aturan,
etnis yang paling aman dari persoalan disintegritas bangsa, sebab etnis ini
telah menyebar ke seluruh Indonesia dan mereka juga terkadang
menganggap rendah masyarakat pribumi26.
Etnis tionghoa juga disebut sebagai orang asing. Mereka bukan
menjadi salah satu suku asli atau bagian dari bangsaa Indonesia. Mereka
bukan pribumi, pribumi diartikan sebagai kelompok yang memiliki daerah
25Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta,:Grafiti Pers, 1984) hlm.40.
26 https://pupunsaid.wordpress.com/2013/05/13/stereotipe-beberapa-etnis-di-indonesia/.
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mereka sendiri27. Sebagai contoh, kita  bisa menyebut orang batak ,dan
kita bisa menunjukan dimanakah tanah batak itu. Kita menunjuk orang
bugis, dan orang bugis itu berasal dari sebuah daerah bugis, orang cina
bukanlah tuan rumah di Indonesia. Bangsa Indonesia dimiliki oleh orang
pribumi, sementara mereka bukanlah orang pribumi. Dengan demikian,
meskipun mereka adalah WNI, mereka tetaplah orang asing.Supaya
mereka bisa menjadi satu bagian, mereka harus betul-betul membaur.
Dalam kenyataannya mereka dituntut untuk berasimilasi secara total.
Dikalangan orang pribumi, berkembang stereotip bahwa etnis
tionghoa adalah penguasa didalam bidang ekonomi. Etnis tionghoa
dipersepsi sebagai kelompok yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi
dan terpisah dari pribumi28. Ini menimbulkan kecemburuan bagi para
pengusaha pribumi. Karna kecemburuan itu, para penguasa pribumi
mengusulkan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi etnis tionghoa.
Pemerintah kemudian juga mengeluarkan keputusan atau larangan bagi
etnis tionghoa untuk bergerak dalam bidang ekonomi. Pada persoalan
agama, budaya, dan adat istiadat, pemerintah melihat bahwa semua hal
itu memiliki afinitas(ketertarikan/simpati) dengan tanah leluhur Indonesia.
Karna RRC (Republik Rakyat Cina) mendukung komunisme, maka segala
yang akan mengarah pada tanah leluhur yakni orang cina adalah hal
27Leo suryadinata, “Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia Dan Kemajemukan: Peran Negara, Sejarah,
Dan Budaya Dalam  Hubungan Anataretnis”.hal.2.
28 Ibid. Hal 6.
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yangberbahaya bagi pembauran (asimilasi)29, Oleh karna itu dapat dilihat
adanya berbagai ancaman peraturan yang isinya adalah melarang
perkembangan budaya, adat, dan agama cina.
Warga masyarakat etnis tionghoa dikenal dan dipahami sebagai
orang yang hidup bergerombol didalam kelompok dan daerah tersendiri.
Mereka tidak tinggal bersama dengan masyarakat pribumi kebanyakan.
Mereka biasanya dikenal tinggal dikawasan elit bersama dengan etnis
tionghoa lainnya. Sementara itu, kalau mereka tinggal dimasyarakat,
mereka dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar dan tidak aktif
dalam kegiatan masyarakat. Akibat dari politik enclave yang diterapkan
oleh belanda, etnis tionghoa lebih sering ditemukan tinggal di daerah
pecinaan. Ini menimbulkan perasaan keterasingaan antara etnis tionghoa
dengan pribumi.
2.4. Kerangka Pemikiran
Etnisitas terbentuk dari proses hubungan sosial antara seseorang
dan sekelompok orang dimana kondisi tindakan mereka berbeda dengan
kelompok lain begitupun sebaliknya. Dalam hal ini etnis tionghoa
mempunyai populasi yang berkembang pesat di Makassar yang hidup
berdampingan dengan beberapa suku lainnya. Pergerakan dan partisipasi
dalam setiap kegiatan politik di Kota Makassar, beberapa tokoh-tokoh
tionghoa Makassar yang terjun ke dunia politik lebih memilih partai-partai
29RRC: Republik Rakyat China diproklamasikan oleh Mao Zedong (tokoh filsuf) pada 1 Oktober
1949. Para pendukung Era Maoisme (yang didominasi rakyat China miskin).
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nasional, seperti Golkar, PDIP, PAN dan lain-lain sebagainya. Hal ini
mereka lakukan untuk menunjukan bahwa mereka mau berbaur dan lebur
dengan pribumi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa
khususnya di Kota Makassar. Penulis memilih Kecamatan Wajo sebagai
lokus penelitian karena jumlah Masyarakat etnis tionghoa di Kecamatan
Wajo lebih banyak dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya
yang ada di kota Makassar.
Orientasi politik dari etnis tionghoa adalah kecenderungan dalam
penentuan sikap dan pilihan politik dalam setiap proses politik sebagai
peristiwa politik. Orientasi politik dari etnis tionghoa terbentuk karna
adanya kepentingan etnis tionghoa dalam menjalankan kegiatan interaksi
sosial. Masyarakat etnis tionghoa sendiri ikut berpartisispasi dalam tiap
proses politik yang masing-masing momentumnya berbeda pula bahwa
adanya hubungan timbal balik antara politik dengan etnisnya yang
kemudian kesadaran tersebut diarahkan dalam area politik dalam bentuk
kesadaran individu maupun kelompok (etnis tionghoa), sebaliknya
masyarakat pemilih yang terbagi berdasarkan kelompok etnisakan menilai
kandidat tersebut dan memberikan dukungannya.
Menganalisis sebuah kultur atau nilai-nilai budaya yang berlaku
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tertentu, sangat penting untuk
terlebih dahulu membicarakan aspek psikologi dari masing-masing
individu masyarakat beserta keadaan sosial sekumpulan individu tersebut
sebagai suatu karakteristik pribadi dan karakteristik sosial.
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Penulis melihat melalui pendekatan psikologis dalam melihat
kecenderungan pilihan politik masyarakat etnis tionghoa yang bertempat
tinggal di Kecamatan Wajo. Berdasarkan uraian diatas, maka disusun
kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian yang akan
dilakukan mengenai orientasi politik etnis tionghoa di kota Makassar.
2.5. Skema Kerangka Pemikiran
Masyarakat
Etnis Tionghoa
 Rasional
 Primordial
 Skeptis
Pilihan Politik
Orientasi Politik
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan aspek–aspek  penelitian yang
diterapkan oleh penulis sebagai pedoman dalam memahami penelitian ini,
sehingga penelitian dapat tergambarkan secara ilmiah. Aspek–aspek
tersebut yaitu Unit Analisis Data, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian,
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisi Data.
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan tepatnya Di kota
Makassar, hal ini dikarenakan Makassar merupakan area fokus penelitian
dan merupakan tempat komunitas tionghoa yang cukup besar serta kota
Makassar sebagai salah satu daerah yang masih terjadi pemisahan sosial
antara etnis tionghoa dan etnis Makassar. Penulis juga Memilih Kota
Makassar karena dianggap sebagai wilayah ibu kota Provinsi dan
merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian daerah sehingga
menjadi tempat berkumpulnya para elit, birokrat, dan pengusaha besar
daerah Sulawesi Selatan sehingga Kota Makassar menjadi kiblat dari
semua daerah Kabupaten. Dengan kata lain objek – objek yang di
harapkan penulis berada di Kota Makassar.
3.2. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe
penelitian deskriptif-analisis dimana tipe ini menggambarkan secara jelas
fenomena yang ada dilapangan. Dengan kata lain penelitian bermaksud
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untuk mengadakan eksplorasi dan klarifikasi tentang fenomena atau
kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga fenomena tersebut dapat
diketahui dan dipahami.
Adapun, dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan disini adalah
penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dasar dari penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif, dimana penulis ingin melakukan
penelitian secara mendalam kepada para informan untuk mendapatkan
sebuah fakta yang relevan.
3.3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan  tipe dan
dasar penelitian  ini yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data primer
Penulis memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara
mendalam  kepada informan–informan yaituyang beretnis tionghoa dan
berkewarganegaraan Indonesia (WNI) sebagaimana  tercatat dalam
administrasi pemerintahan daerah setempat di Kota Makassar.
Wawancara mendalam terhadap informan tersebut akan  mendukung
fakta dari orientasi politik etnis tionghoa di Kota Makassar.
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b. Data sekunder
Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi yang
dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka yaitu berasal dari
dokumen–dokumen grafis seperti, catatan, foto dan lain – lain. Penulis
melakukan telaah pustaka melalui penelitian–penelitian sebelumnya
dalam bentuk buku, jurnal dan artikel–artikel yang ditulis dalam media
cetak dengan sumber yang jelas terkait orientasi politik etnis tionghoa.
Penulis juga menggunakan literatur, dokumen dan referensi dari media
internet guna melengkapi data primer sebelumnya.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi yang dilakukan merupakan pengamatan langsung
terhadap kondisi yang menjadi sasaran penelitian. Tujuan utamanya
adalah peneliti dapat memahami secara mendalam terkait perilaku, dan
kondisi lapangan.
b. Wawancara
Penulis memilih melakukan wawancara mendalam.Untuk
menghindari kehilangan informasi, maka penulis meminta ijin kepada
informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan
wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas
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gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik
penelitian.
Informan yang penulis wawancarai yaitu :
1. Masyarakat Etnis Tionghoa yang menggunakan hak pilih.
2. Organisasi Masyarakat Etnis Tionghoa.
3. Tokoh Masyarakat Etnis Tionghhoa.
c. Dokumen/arsip/literatur/hasil penelitian sebelumnya
Apabila dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis
menggunakan dokumen–dokumen berbentuk gambar dan tulisan untuk
melengkapi data pada penelitian ini dengan melampirkan bagian foto,
gambar dan catatan kehidupan untuk melengkapi bukti pada penelitian
sehingga dapat menunjang data primer yang telah ada.
3.5. Teknik Analisis Data
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan kemudian
diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya adalah
masyarakat etnis tionghoa, maka penelitian ini membutuhkan analisa yang
lebih mendalam. Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat
penting dalam kegiatan penelitian, termasuk bila diinginkan generalisasi
atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang
dilakukan. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus
yang terjadi dilokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena
yang ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang
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menjadi pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan
maksimal.
Penelitian ini mencoba memahami tentang orientasi politik etnis
tionghoa di kota Makassar. Dengan menggunakan teknik analisis data
kualitatif menurut Miles dan Hubermen terdiri atas tiga alur kegiatan,
yaitu30 yang pertama reduksi data yang diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,
dan transformasi data kasar yang muncul dari cacatan-cacatan tertulis di
lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan
mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
Metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sajian data
dimana suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan
penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat
lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk
mengerjakan sesuatu pada analisis tersebut. Sajian data dapat meliputi
deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel. Metode terakhir adalah
penarikan kesimpulan.
30Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit
Alfabeta.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini penulis kemudian memberikan gambaran umum
daerah penelitian, dimana sangat memberikan kontribusi yang besar
dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data,
dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan
terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui
lokasi penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan
pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi
tempat dan karakteristik individu/masyarakat sebagai objek penelitian.
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar
4.1.1. Sejarah Kota Makassar
Awal Kota dan bandar Makassar berada di muara sungai Tallo
dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV.
Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya
berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada
pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil
lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan
Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan
sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai
Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya
dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan
kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian
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membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya
seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.
Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI ini didirikan pula
Benteng Rotterdam di bagian utara, Pemerintahan Kerajaan masih
dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pada masa itu terjadi peningkatan
aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan Internasional,
sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini
merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan
adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal
keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat
ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang
manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat.
Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara
setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu dalam
perdagangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan
barang-barang impor itu. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil
disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, maka Makassar
meningkatkan produksi komoditi itu dengan berarti, bahkan, dalam
menyerang kerajaan-kerajaan kecil tainnya, para ningrat Makassar bukan
hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu, akan tetapi
berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat
agar berpindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin
terkonsentrasi di bandar niaga baru itu.
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Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga
terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (dan dengan ini
termasuk ke-20 kota terbesar dunia. Perkembangan bandar Makasar yang
demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan
pada tatanan perdagangan internasional masa itu.
Para  ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam
jaringan perdagangan internasional, dan interaksi dengan komunitas
kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah "creative renaissance"
yang menjadikan Bandar Makassar salah satu pusat ilmu pengetahuan
terdepan pada zamannya. Koleksi buku dan peta, sesuatu yang pada
zaman itu masih langkah di Eropa, yang terkumpul di Makassar, konon
merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia, dan para
sultan tak segan-segan memesan barang-barang paling mutakhir dari
seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada
waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa.
Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk semakin
memper-luas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar
dengan Kompeni Dagang Belanda VOC berakhir dengan perang paling
dahsyat dan sengit yang pernah dijalankan Kompeni. Pasukan Bugis,
Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan
tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur.
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Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi
itu merupakan sebuah titik balik yang berarti Bandar Niaga Makassar
menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian
perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran antar-pulau
Gowa-Tallo dan sekutunya. Pelabuhan Makassar ditutup bagi
pedagang asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-
pelabuhan lain.
Pada beberapa dekade pertama setelah pemusnahan kota dan
bandar Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah
pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang;
benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu pada tahun 1673 ditata
ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan dan
diberi nama barunya Fort Rotterdam, dan 'kota baru' yang mulai
tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan 'Vlaardingen'. Pemukiman itu
jauh lebih kecil daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan.
Pada dekade pertama seusai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak
lebih 2.000 jiwa; pada pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat
menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya sebagai budak.
Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang
tertupakan. “Jan Kompeni” maupun para penjajah kolonial pada abad
ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan yang
sampai awal abad ke-20 masih terdiri dari selusinan kerajaan kecil
yang independen dari pemerintahan asing, bahkan sering harus
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mempertahankan diri terhadap serangan militer yang ditancurkan
kerajaan-kerajaan itu. Maka, 'Kota Kompeni' itu hanya berfungsi
sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-rempah
tanpa hinterland - bentuknya pun bukan 'bentuk kota', tetapi suatu
aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai sekeliling Fort
Rotterdam.
Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama di beras Bandar
Dunia ini adalah pemasaran budak serta menyuplai beras kepada
kapal-kapal VOC yang menukarkannya dengan rempah-rempah di
Maluku. Pada tahun 30-an di abad ke-18, pelabuhan Makassar dibuka
bagi kapal-kapal dagang Cina. Komoditi yang dicari para saudagar
Tionghoa di Sulawesi, pada umumnya berupa hasil laut dan hutan
seperti teripang, sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu
cendana, sehingga tidak dianggap sebagai langganan dan persaingan
bagi monopoli jual-beli rempah-rempah dan kain yang didirikan VOC.
Sebaliknya, barang dagangan Cina, Terutama porselen dan kain
sutera, dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih murah di
Makassar daripada yang bisa didapat oleh pedagang asing di Negeri
Cina sendiri. Adanya pasaran baru itu, mendorong kembali aktivitas
maritim penduduk kota dan kawasan Makassar. Terutama penduduk
pulau-pulau di kawasan Spermonde mulai menspesialisasikan diri
sebagai pencari teripang, komoditi utama yang dicari para pedagang
Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara untuk
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mencarinya; bahkan, sejak pertengahan abad ke-18 para
nelayan-pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara
Australia, di mana mereka tiga sampai empat bulan lamanya membuka
puluhan lokasi pengolahan teripang. Sampai sekarang, hasil laut masih
merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk pulau-
pulau dalam wilayah Kota Makassar.
Setetah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan
kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18,
Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai
pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya
menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota
Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater menjadi
kembali suatu bandar internasional.
Dengan semakin berputarnya roda perekonornian Makassar,
jumlah penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada
pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal
abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki "kota kecil terindah
di seluruh Hindia-Belanda" (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-
Potandia terkenal),dan menjadi salah satu port of call utama bagi baik
para pelaut-pedagang Eropa, India dan Arab dalam pemburuan hasil-
hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahu-perahu
pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan
Maluku.
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Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-
daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat
pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga-setengah dasawarsa
Neerlandica, kedamaian dibawah pemerintahan kolonial itu adalah
masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan,
dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk
Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan
wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota
Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar
kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan
perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual
barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-
budaya yang dinamis dan kosmopolitan.
Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali
lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga
asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan
asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota
provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar-pun semakin menghilang dengan
kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha
menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca¬
revolusi.
Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk
meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang,
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lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal
ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang
berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama berabad-abad
lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun
1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar,
tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86
Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota
Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas
wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi
27.577Ha.
4.1.2. Keadaan Geografis dan Topografi
Kota Makassar terletak antara 1190 24’17’38” bujur Timur dan
508’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan
Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan
Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah
kota makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan.
Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar,
antara lain :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
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Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara
pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga
menjadikan Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi
pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun
Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota
Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi
Selatan itu sendiri maupun  daerah lain seperti provinsi yang ada di
kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan
lapangan pekerjaan.
Kota Makassar cukup unik dengan bentuk menyudut di bagian
Utara, sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di
bagian Utara dan Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga
Tallo telah berkembang kawasan campuran termasuk di dalamnya
armada angkutan laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera,
Sebagai rawa-rawa, tambak, dan empang dengan perumahan kumuh
hingga sedang. Kawasan pesisir dari arah Tengah ke bagian Selatan
berkembang menjadi pusat kota (Centre Busines District – CBD) dengan
fasilitas perdagangan, pendidikan, pemukiman, fasilitas rekreasi dan
resort yang menempati pesisir pantai membelakangi laut yang
menggunakan lahan hasil reklamasi pantai.
Kenyataan diatas menjadikan beban kawasan pesisir Kota
Makassar saat ini dan dimasa mendatang akan semakin berat terutama
dalam hal daya dukung dan aspek fisik lahan termasuk luasnya yang
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tertabatas. Ditambah lagi pertumbuhan dan perkembangan penduduk
sekitarnya yang terus berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya di
dalamnya.
4.1.3. Penduduk
Penduduk Kota Makassar tahun 2015 tercatat sebanyak 1.272.349
jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Komposisi
penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukan dengan rasio jenis
kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti
setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,
menunjukan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah Kecamatan
Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total
penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40
persen).Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen),
dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064
jiwa (2,28 persen).
Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah
terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso
(30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km
persegi). Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan
dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km
persegi, kemudian Kecamatan Tamanlanrea (2.841 jiwa per km persegi),
Manggala (4.163 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (8.266
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jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang (8.009 jiwa per km
persegi). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah
tersebut memungkinkan untuk pngembangan daerah pemukiman
terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamanlanrea,
Manggala.
Tabel  1
Luas Wilayah dan Persentasi Terhadap Luas Wilayah Menurut
Kecamatan di Kota Makassar
No Kecamatan Luas (Km2)
Persentase  Terhadap Luas Kota
Makassar
(1) (2) (3) (4)
1 Mariso 1,82 1,04
2 Mamajang 2,25 1,28
3 Tamalate 20,21 12,07
4 Rappocini 9,23 5,25
5 Makassar 2,52 1,43
6 Ujung Pandang 2,63 1,50
7 Wajo 1,99 1,13
8 Bontoala 2,10 1,19
9 Ujung Tanah 5,94 3,38
10 Tallo 5,83 3,32
11 Panakkukang 17,05 9,70
12 Manggala 24,14 13,73
13 Biringkanaya 48,22 27,43
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(1) (2) (3) (4)
14 Tamalanrea 31,84 18,11
Kota Makassar 175,77 100,00
Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2015
Presentase diatas menunjukan luas kota, juga turut mempengaruhi
luas kecamatan. Sehingga secara geografis dapat membagi wilayahnya
dalam beberapa wilayah administratif.
Tabel 2
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pada Pemilihan Legislatif kota Makassar 2014
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mariso 20.189 21.943 42.132
2 Mamajang 23.571 25.756 49.327
3 Makassar 32.151 33.900 66.051
4 UjungPandang 10.565 11.674 22.239
5 Wajo 12.382 12.944 25.326
6 Bontoala 21.049 22.062 43.111
7 Tallo 50.091 51.080 101.171
8 Ujung Tanah 16.653 17.307 33.960
9 Panakkukang 52.873 54.500 107.373
10 Tamalate 54.955 57.282 112.237
11 Biringkanaya 50.739 54.386 105.125
12 Manggala 38.226 39.282 77.508
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(1) (2) (3) (4) (5)
13 Rappocini 53.905 56.789 110.694
14 Tamalanrea 36.625 38.392 75.017
Jumlah 473.974 497.297 971.271
Sumber :Dinas Kependudukan Kota Makassar , Tahun 2014
Pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang sangat tinggi dan
kepadatan penduduk juga tinggi karena banyaknya masyarakat yang
melakukan urbanisasi ke wilayah ini baik karena faktor ekonomi,
pendidikan dan lain-lain. Populasi penduduk Kota Makassar mayoritas
berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan
Sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan
studi ke pendidikan tinggi. Kepercayaan religius sebagian besar menganut
Islam Muhammadiyah, NU, Jam’aah Tabliq, Hizbut Tahrir, Katolik dan
Kristen Protestan serta Kristen Pantekosta selain itu terdapat juga Budha
dan Konghuchu serta Hindu, suku terbesar di Kota Makassar adalah
Bugis dan Makassar, terdapat juga etnis lokal Toraja, Mandar, Luwu serta
etnis pendatang, Bali, Jawa, Tionghoa yang sudah mendiami ratusan
tahun serta etnis lain. Mata pencaharian penduduk kota Makassar
sebagian besar distruktur pemerintahan pejabat Negara dan PNS,
pegawai Swasta retail, buruh, BUMN, Nelayan, Guru, Tni, Polri, dan
pedagang.
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Tabel 3
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar, Tahun 2015
No Kecamatan Kelurahan RW RT
1 Mariso 9 50 230
2 Mamajang 13 57 292
3 Tamalate 10 71 308
4 Rappocini 10 89 480
5 Makassar 14 71 308
6 Ujung Pandang 10 37 140
7 Wajo 8 45 159
8 Bontoala 12 58 262
9 Ujung Tanah 12 51 201
10 Tallo 15 82 504
11 Panakkukang 11 91 445
12 Manggala 6 66 368
13 Biringkanaya 7 91 420
14 Tamalanrea 6 82 427
KotaMakassar 143 941 4.544
Sumber: BPS Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2015
4.1.4. Kondisi Politik dan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo
sebagai Gubernur dan Kota Makassar dipimpin oleh Danny
pomantosebagai Walikota Makassar yang kegiatan politik dan
pemerintahannya berpusat di kota Makassar. Dalam suatu daerah perlu
pembagian wewenang dan kekuasaan untuk saling menunjang dalam
membangun roda pemerintahan dan segala bidang yang ada. Masyarakat
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dan pemerintahan harus sinergis dan saling mendukung. Sementara itu,
jumlah anggota DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 sebanyak 50
orang.
DPRD Kota Makassar dari dapil 1 meliputi Kecamatan Makassar,
Ujung Pandang dan Rappocini terpilih 9 anggota DPRD, dari dapil 2
meliputi kecamatan Wajo, Bontoala, Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah
terpilih 10 anggota DPRD, dari dapil 3 meliputi kecamatan Biringkanaya
dan Tamalanrea terpilih 10 anggota DPRD, dari dapil 4 meliputi
kecamatan panakukang dan manggala terpilih 10 anggota DPRD dan dari
dapil 5 meliputi kecamatan Mariso, Mamajang dan tamalate terpilih 11
anggota DPRD.Selain itu juga terdapat 4 Komisi di DPRD Kota Makassar
yakni Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang ekonomi dan
Keuangan, Komisi C Bidang Pembangunan, dan Komisi D Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
4.2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian kecamatan Wajo yang terletak di sebelah barat
Kota Makassar. Letak kecamatan Wajo yang berada pada posisi yang
strategis seperti sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan
pelabuhan dan di kecamatan ini pula penduduknya mayoritas keturunan
etnis tionghoa/non pribumi dengan segala macam aktivitasnya sehingga
menjadikan kawasan ini pusat perniagaan dan pusat perdagangan. Pada
tahun 2015 jumlah penduduk kecamatan Wajo sebanyak 35,533 jiwa.
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Kecamatan Wajo berbatasan dengan :
- Sebelah Utara dengan kecamatan Ujung Tanah
- Sebelah Barat dengan Pantai / Pelabuhan
- Sebelah Selatan dengan kecamatan Ujung Pandang
- Sebelah Timur dengan kecamatan Bontoala
Tabel 4
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Makassar
2015
Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata
Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Kota Makassar
Kode
Wil Kelurahan Luas
(Km2)
Rumah
Tangga Penduduk
Rata-
Rata
Art/Rt
001
002
003
004
005
006
007
008
Pattunuang
Ende
Melayu baru
Melayu
Butung
Mampu
Malimongan
Malimongan Tua
0,21
0,16
0,07
0,06
0,27
0,40
0,41
0,41
1,583
989
1,346
1,974
877
1,235
1,604
1,737
3,872
3,843
3,812
6,167
2,469
3,929
5,564
5,878
2,45
3,88
2,83
3,12
2,81
3,18
3,47
3,38
060 Wajo 1,99 11,347 35,533 3,13
Sumber  :  Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2015
Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana
merupakan salah satu kota besar di Indonesia, Makassar memiliki wilayah
seluas 175,77 km2 dan memiliki jumlah penduduk sebesar kurang lebih
1,27 juta jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk per Kecamatan Wajo
yang jumlah penduduknya 35,533 ribu jiwa. Dari data ini akan mengalami
peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun sesuai dengan
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pertumbuhan penduduk serta kawasan ini merupakan pusat perniagaan
dan perdagangan.
Tabel 5
Jumlah penduduk menurut kelurahan, jenis kelamin dan sex rasio di
Kota Makassar 2015
Kode
Wil
Kelurahan
Penduduk Rasio
Jenis
KelaminLaki-
Laki
Perempuan Jumlah
001
002
003
004
005
006
007
008
Pattunuang
Ende
Melayu Baru
Melayu
Butung
Mampu
Malimongan
Malimongan Tua
1.718
1.799
1.736
2.804
1.165
1.921
2.863
3.141
2.155
2.043
2.075
3.363
1.304
2.008
2.701
2.737
3.872
3.843
3.812
6.167
2.469
3.929
5.564
5.878
79,71
88,08
83,67
83,39
89,34
95,68
105,99
114,74
060 Wajo 17.147 18.386 35.533 93,26
Sumber  :  Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassr Dalam Angka 2015
4.2.1. Profil Etnis Tionghoa di Kota Makassar
Orang-orang Tionghoa datang ke Makasar dan sekitarnya pada
masa Dinasti Tang, abad ke-15. Mereka datang secara bertahap, mereka
semula hanya datang untuk berdagang, namun lama-kelamaan mereka
mulai bermukim terutama di pesisir-pesisir pantai. Mereka mulai bermukim
di Makassar pada masa pemerintahan kerajaan Gowa.Pada umumnya
orang Tionghoa di Makassar berasal dari Propinsi Fulien dan Quan Dong.
Kedua Propinsi ini mempunyai kekhasan wilayah yang besar dan beda
dengan Propinsi-propinsi lainnya di Tiongkok. Para pendatang ini datang
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ke Makassar dengan membawa tradisi dan cirikhasnya dari kampung
asalnya. Yang membedakan budaya golongan sub etnis ini adalah ciri
bahasanya.
Ada empat rumpun bangsa Tionghoa terbesar di Makassar, yakni
Hokkian, Hakka, Kanton dan Hainan. Orang Tionghoa yang datang di
Makassar berasal dari berbagai suku bangsa dan mempunyai latar
belakang kebudayaan yang berbeda, dalam hal ini dikelompokan ke
dalam dua golongan yaitu Cina Totok (asli) dan Cina Peranakan. Hal ini
mencerminkan perbedaan yang menyolok dalam orientasi nilai, Cina
Peranakan bukan hanya orang Tionghoa yang lahir di Indonesia, hasil
perkawinan campuran antara orang Tionghoa dan orang Indonesia,
sedangkan Cina Totok bukan hanya mereka yang lahir di Tiongkok, akan
tetapi juga dikaitkan dengan derajat penyesuaian dan akulturasi migran
Tionghoa terhadap Kebudayaan Bugis Makassar sebagai budaya yang
dominan dikota Makassar.
Lebih jauh diketahui bawah Cina totok lebih suka bekerja untuk
dirinya sendiri dan sebagian besar dalam bidang dunia usaha, lebih
menghargai kekayaan, kehematan, kerja, kepercayaan pada diri sendiri.
Peranakan memilih pekerjaan yang beranekaragam, seperti staf
administratine pada perusahaan besar dan menghargi penikmatan hidup,
kedudukan social, dan kaum peranakan yang tidak hanya merupakan
kebudayaan lokal tetapi telah menyerupai orang Makassar, sekalipun
masih bisa dibedakan dari penduduk setempat. Meskipun tetap dilihat
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sebagai sub etnis yang tidak pernah meninggalkan tradisi dan peradaban
Tionghoa. Satu dengan yang lainnya dari ke-4 (empat) bahasa ini tidak
saling mengerti arti bahasa mereka. Karena bahasa-bahasa itu saling
berbeda baik struktur katanya maupun lafal fonemiknya. Orang-orang
Tionghoa ini masih fasih berbicara dalam bahasa Tionghoa dan
berkumpul sesuai dengan bahasa masing-masing dan kebudayaan masih
berorientasi ke Tiongkok Etnis Tionghoa totok mmempelajari bahasa
Makassar untik percakapan sehari-hari, karena mereka harus hidup dan
mencari nafkah diantara orang-orang bukan Tionghoa.
Orang dari Etnis Tionghoa totok tidak terlalu fasih bahasa
Makassar-nya. Beda dengan orang-orang Tionghoa peranakan, mereka
sangat fasih berbahasa Makassar, bahkan menggunakan bahasa
Makassar sebagai bahasa ibunya serta mengadopsi budaya setempat.
Etnis Hok Kian adalah etnis Tionghoa pertama yang bermukim di Wilayah
Makassar dalam jumlah yang besar sampai abad ke-19. Mereka berasal
dari Tsiang Tsu, Tsoan Tsiudsb. Fuk Khien Selatan adalah daerah yang
sangat penting di Republik Rakyat Tiongkok pada bidang pertumbuhan
perdagangan luar negeri sejak abad ke-10 sampai 19.
Etnis Hakka, Kanton dan Hainan kemudian menyusul ke Makassar
dan sekitarnya. Walaupun orang-orang Tionghoa yang ada di Makassar
terdiri dari beberapa daerah dan etnis berlainan. Tetapi mereka yang
berada di Makassar dikenal atau dikelompokkan ke dalam dua golongan
besar yakni orang Tionghoa totok dan orang Tionghoa Perananakan.
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Tionghoa totok datang belakangan setelah orang Tionghoa peranakan,
mereka datang ke Makassar belakangan. Perantau-perantau yang datang
ke Asia Tenggara pada umumnya dan di Makassar pada khususnya
dilandasi oleh berbagai faktor, yang secara garis besar dapat digolongkan
kedalam dua golongan besar, yaknifaktor ekonomi dan faktor politik.
Faktor ekonomi yang dimaksud, bahwa negeri Tiongkok pada masa
Dinasti Ming (1368-1644), jumlah penduduknya meledak, sesangkan
lahan-lahan pertanian tidak lagi bisa menjamin kelangsungan hidup
penduduknya. Kesulitan ini diperparah oleh tuan-tuan tanah yang
menaikkan sewa tanah yang tinggi sehingga penghidupan para petani
semakin sulit, menyebabkan mereka memudahkan migrasi. Faktor yang
kedua adalah faktor politik, faktor ini karena dibukanya kembali
perdagangan Tiongkok dengan Asia Tenggara termasuk Makassar
sebagai akibat dari keberhasilan peperangan yang dilancarkan oleh
pasukan Ching di Formosa.
Keberhasilan peperangan ini telah menciptakan keadaan yang
menguntungkan bagi peningkatan pengaliran imigran-imigran. Dibagian
selatan daratan Tiongkok, terutama orang-orang dari etnis Hokkian yang
berasal dari daerah yang terletak di sekitar Fujian dan Quan Dong.
Olehnya itu tidak mengherankan kalau imigran-imigran Tionghoa yang
datang ke Asia Tenggara, khususnya di Makassar adalah sebagian besar
orang-orang dari etnis Hokkian. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai
pedagang dan orang-orang yang menguasai perdagangan. Sejak
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kedatangan mereka, pada mulanya orang-orang Tionghoa di Makassar.
Mereka hidup rukun dengan orang-orang pribumi Makassar-Bugis.
Kedatangan bangsa Cina di Nusantara termasuk Makassar,
didorong oleh dua faktor utama. Pertama adalah karena bangsa Cina
sudah lebih awal dikenal sebagai bangsa yang suka berniaga. Kedua,
adanya desakan sistem politik dari dalam  negerinya yang sedang
berkecamuk, terutama pada abad ke-17, saat terjadinya pergeseran
kekuasaan di Tiongkok31. Kehadiran Tionghoa di Makassar diberitakan
dari berbagai informasi  atau sumber-sumber Cina yang masih perlu
dikritisi lebih lanjut. Berdasarkan teks yang terdapat pada batu Bombay
(nisan) di perkuburan Tionghoa pada pasar sentral dan sekitarnya dapat
diketahui bawah orang-orang Tionghoa sudah ada di Makassar sejak
Dinasti Yua tahun 1280-1367. Jadi orang Tionghoa sudah menginjakkan
kakinya di Makassar jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa seperti
Portugis, Inggris, Belanda dan lain-lain.
Etnis Tionghoa membangun permukiman secara berkelompok dan
berbanjar mengikuti ruas jalan, deretan rumah-rumah tersebut dibawah
satu atap dan juga terdapat tempat ibadah yaitu (Klenteng). Klenteng yang
merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga
terpaksa merubah namanya dan menjadi Vihara yang merupakan tempat
ibadah agama Budha. Hal ini terlihat pada kecamatan Wajo terdapat
klenteng terbesar di Makassar, dan kecamatan Wajo terdiri dari delapan
31Shaifuddin Bahrum, 2003. Tionghoa Peranakan Makassar (Pembauran Melalui. Perkawinan
Antarbudaya). Hal 37-38
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kelurahan lebih didominasi masyarakat etnis tionghoa bermukim dibanding
dengan kecamatan lain yang ada di Makassar, dan dijuluki dengan Cina
town. Jumlah penduduk di kecamatan Wajo yaitu sebanyak 35,533 jiwa
dengan jumlah penduduk keturunan tionghoa yang ada di Makassar
sebanyak 24.676 orang jiwa.
Orang Tionghoa yang datang di Makassar berasal dari berbagai
suku bangsa dan mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda,
Ada empat rumpun bangsa Tionghoa terbesar di Makassar, yakni
Hokkian, Hakka, Kanton dan Hainan, dalam hal ini dikelompokan ke dalam
dua golongan yaitu Cina Totok (asli) dan Cina Peranakan. Hal ini
mencerminkan perbedaan yang menyolok dalam orientasi nilai, Cina
Peranakan bukan hanya orang Tionghoa yang lahir di Indonesia, hasil
perkawinan campuran antara orang Tionghoa dan orang Indonesia,
sedangkan Cina Totok bukan hanya mereka yang lahir di Tiongkok, akan
tetapi juga dikaitkan dengan derajat penyesuaian dan akulturasi migran
Tionghoa terhadap Kebudayaan Bugis Makassar sebagai budaya yang
dominan dikota Makassar.
Cina totok lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan sebagian
besar dalam bidang dunia usaha, lebih menghargai kekayaan,
kehematan, kerja, kepercayaan pada diri sendiri. Peranakan memilih
pekerjaan yang beranekaragam, seperti staf administratif pada
perusahaan besar dan menghargai penikmatan hidup, kedudukan sosial,
dan kaum peranakan yang tidak hanya merupakan kebudayaan lokal
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tetapi telah menyerupai orang Makassar, sekalipun masih bisa dibedakan
dari penduduk setempat. Meskipun tetap dilihat sebagai sub etnis yang
tidak pernah meninggalkan tradisi dan peradaban Tionghoa. Adapun Ciri
dari cina totok dan peranakan:
1. Mereka adalah anak kawin campuran dari imigran Tionghoa
dengan wanita Indonesia, dan biasanya ayahnya  orang
Tionghoa dan ibunya orang Indonesia. Mereka turun temurun
kawin campuran dengan penduduk asli atau kawin dengan
sesama peranakan sendiri.
2. Mereka biasanya tidak bisa berbicara Bahasa Tionghoa, hanya
berbicara Bahasa Melayu.
3. Terutama wanita sangat terpengaruh oleh cara hidup dan
kebiasaan ibunya yang sangat mirip dengan pribumi tetapi
masih diwarnai unsur-unsur tradisi dan kehidupan Tionghoa
4. Mereka dilahirkan di Indonesia dan kebanyakan tidak pernah
pulang ke tanah leluhurnya. Pertalian mereka dengan Tiongkok
semakin berkurang pikiran dan perasaan mereka atas tanah
leluhur kian menipis.
4.2.2. Perekonomian Etnis Tionghoa
Keberhasilan orang Tionghoa dalam perdagangan telah
mengantarkan mereka pada kemajuan perekonomian yang tinggi,
sementara sistem perekonomian bumiputera berada pada titik lebih
rendah, Ketidak seimbangan inilah yang mengakibatkan pihak bumiputera
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dan Tionghoa tetap berada pada lingkungan mereka masing-masing32.
Belanda yang berkuasa atas wilayah Indonesia pada masa itu selalu
berusaha untuk meningkatkan kegiatan perdagangan sehingga
mewujudkan tujuan tersebut mereka memanfaatkan Etnik Tionghoa dan
memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan kegiatan
perdagangan.
Perekonomian orang–orang Tionghoa yang bermigran kebanyakan
dari Wilayah Selatan misalnya Kwansi, Kawag-Tun dan Fu Klen
merupakan daerah-daerah pengunugan  yang tandus, mereka melakukan
migran karena ingin memperoleh peluang kerja tempat baru dan keinginan
untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, melalui sistem
perdagang yang telah mereka kenal33.
Pedagang Tionghoa merupakan sebuah komunitas yang dapat
membangkitkan semangat kerja bagi pertumbuhan kota-kota dagang
Nusantara, salah satunya Makassar yang sama dengan  kebangkitan
kota-kota dagang yang perkembangannya termotifasi oleh kehadiran
orang Tionghoa. Prinsip perdagangan bebas yang berlaku hampir di
seluruh Nusantara. Peranan ekonomi pedagang-pedagang Cina yang
sudah dilarang berdagang pada tahun 1667 dan dicabut kembali pada
tahun 1736, itupun hanya beberapa daerah yang diberi izin berlayar, yaitu
Bandar Surabaya, Makassar. Setiap tahun kapal-kapal tersebut terutama
dari Propinsi Fukien mengangkut kembali produksi daerah-daerah di
32Ch’ng, CL David, 1995. Sukses Bisnis Cina Perantauan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
33Jessi, Joginder Singh, 1986. Sejarah Asia Tenggara (1824-1965). Kedah-Malaysia: Darul Aman.
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Nusantara yang melimpah produksi impor tersebut menjadi sumber
pendapatan yang penting bagi penduduk. Orang-orang Tionghoa telah
membangun jaringan perdagangan ketika ekspedisi-ekspedisi itu
berlangsung dan memanfaatkan koneksitas yang sudah terbentuk
sebelumnya dengan pedagang-pedagang pribumi.
Perdagangan yang melibatkan etnis tionghoa sendiri terlihat jelas
disepanjang jalan somba opu Makassar yang didominasi penjual emas
semua merupakan pedagang etnis tionghoa, sama halnya di Kecamatan
Wajo hampir semua ruko-ruko berjejer milik etnis tionghoa, seperti
menjual perlengkapan dan berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan
kesehatan, bangunan, elektronik, hotel, pakaian, bengkel, dan lainnya.
4.2.3. Kondisi Sosial dan Politik Etnis Tionghoa
Reformasi demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi
warga keturunan tionghoa untuk ikut berbaur serta berpartisipasi dalam
kehidupan sosial politiknya. Meski dari segi kehidupan sosial terjadi
beberapa kerusuhan yang melibatkan etnis tionghoa yaitu, (1) Peristiwa
G30S pada tahun 1965 terjadi, maka kenangan kerukunan dan
kedamaian menjadi hilang. Mereka seakan kembali dari zaman
kegelapan, mereka menggunakan lagi prinsip jaman jahiliah sikanre jukuki
tauwwa (manusia bagaikan binatang yang saling memangsa). Orang-
orang dari etnis Tionghoa diganyang, dilempari, dibunuh, diteror, dan
dibakar karena hal-hal yang bersifat sepele, (2) Pada tahun 1965, orang-
orang dari etnis Tionghoa diganyang karena kampanye-kampaye sadis
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pemerintahan Orde Baru yang memberika pernyataan bahwa orang-orang
Tionghoa itu identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak saat
itu pemerintah melegalkan suatu budaya amuk atau pengganyangan serta
megeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengebiri hak-hak etnis Tionghoa.
Letupan kedua terjadi pada tahun 1980, (3) Tahun 1996 Etnis Tionghoa
kembali diganyang, disebabkan karena seorang Laki-laki yang kebetulan
berasal dari etnis Tionghoa menghamili pembantunya, seorang gadis dari
Toraja, gadis ini kemudian meminta pertanggung jawaban dari tuannya, ia
ingin dinikahi. Tapi tuannya ini salah satu pemilik tokoh LA, toko yang
terbesar di Makassar waktu itu, malah membunuh dengan sadis
pembantunya tersebut. Akibatnya warga pribumi mengamuk
mengganyang etnis Tionghoa, ribuan bangunan ludes dilalap api, ratusan
kendaraan bermotor pun demikian dan puluhan nyawa melayang, dan (4)
Pada tahun 1997 dipenghujung Orde Baru, orang-orang dari Etnis
Tionghoa kembali diganyang, penyebabnya karena seorang yang kelainan
jiwa yang kebetulan beretnis Tionghoa, dengan kalap menebas seorang
anak kecil yang berumur 9 tahun sampai mati. Akibatnya Makassar
kembali lumpuh dan menelan banyak korban.
Meskipun di Makassar beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi
konflik yang besar seperti sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun satu hal penting yang tidak bisa dipungkiri adalah masyarakat
etnis tionghoa merupakan etnis yang minoritas yang selalu berada dalam
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posisi dilematis yang sewaktu-waktu dapat terancam bila terjadi
kerusuhan sosial maupun kerusuhan politik.
Etnis tionghoa membuktikan keeksistensiannya dalam bidang
politik dengan menggunakan hak pilihnya dan terjun langsung dibidang
politik, walaupun terkesan pelan dan lambat. Dengan ikut memilih dalam
setiap kontestasi politik dan terlibat dipanggung politik menjadikan etnis
tionghoa merupakan etnis khusus yang mendapat perhatian dari pihak
pemerintah.
Etnis tionghoa kemudian memanfaatkan kebebasan demokrasi
dengan membentuk organisasi seperti Partai Politik Etnis tionghoa atau
bergabung membentuk organisasi berdasarkan kalangan, keluarga,
marga, agama Tionghoa, hobi dan alumni, meski masih ada sebagian dari
mereka bergabung dengan partai pribumi. Adapun organisasi yang cukup
besar dikenal yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), belakangan dikenal sebagai
Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa.
Pergerakan dan partisipasi dalam setiap kegiatan politik di Kota
Makassar, kini masyarakat etnis tionghoa terlihat lebih aktif dan mulai ikut
terlibat.Beberapa tokoh-tokoh masyarakat etnis tionghoa Makassar yang
terjun ke dunia politik lebih memilih partai-partai nasional. Arwan Tjahyadi
menjadi pelopor dan satusatunya wakil masyarakat etnis Tionghoa yang
memberanikan diri maju pada Pemilu 1999 melalui Partai Kedilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI) dan berhasil menjadi anggota DPRD Kota
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Makasar. Langkah Arwan Tjahjadi tersebut telah membuka mata etnis
Tionghoa lainnya, sehingga pada pemilihan legislatif 2014 – 2019 kembali
beberapa dari etnis tionghoa, diantaranya Erik Horas yang menjadi wakil
ketua III dan William terpilih menduduki kursi DPRD kota Makassar. Hal ini
semakin menunjukan bahwa masyarakat etnis tionghoa patut
diperhitungkan dalam urusan politik.
Masyarakat tionghoa ikut memilih maupun langsung memasuki
dunia politik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: kondisi
dunia politik dan pemerintahan RI yang sudah semakin membaik selama
digulirkannya reformasi di negeri ini. Semakin membaiknya wawasan
kebangsaan masyarakat Indonesia terutama dalam memahami kehidupan
multi etnik dan multi kultur di negeri ini. Sehingga masyarakat tionghoa
tidak lagi menilai kandidat dari warna kulit dan etnis tetapi kulitas
seseorang dan kredibilitasnya dalam masyarakat. Kemudian munculnya
rasa percaya diri dalam masyarakat tionghoa dan mengalahkan traumatik
dalam dirinya akan masa lalunya yang kelam dan menyakitkan. Terutama
generasi muda masyarakat tionghoa yang berupaya bangkit hidup
bersejajar dengan warga pribumi lainnya.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian bab ini penulis akan menggambarkan mengenai
orientasi politik etnis tionghoa di kota Makassar. Orientasi politik yang
dimaksud mengenai kecenderungan pilihan politik dari masyarakat etnis
tionghoa pada setiap proses politik di kota Makassar, Khususnya di
Kecematan Wajo. Uraian ini dimaksud untuk mendapatkan deskripsi dan
pengetahuan mengenai hal tersebut.
Masalah etnisitas memang seringkali menjadi masalah yang serius
ditengah masyarakat yang multietnis, apalagi dalam momen-momen
proses politik karena terjadi persaingan-persaingan antar aktor dari
berbagai etnis untuk mendapatkan sumber-sumber terbatas seperti
kekuasaan. Dalam kota Makassar ada banyak kelompok etnis yang
mewakili suku, agama ataupun kelompok-kelompok yang menyatakan
keanggotaannya. Apabila  dilihat dari pengertian luas mengenai etnis
tertentu maka setiap orang bisa berada dalam beberapa komunitas etnis,
sehingga lingkungan itu akan memiliki pengaruh dalam perilaku politik
seseorang.
Berbagai macam etnis yang ada di kota Makassar salah satunya
adalah etnis tionghoa yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang
memiliki satu kesamaan baik itu suku, agama, ideologi, profesi,
kepentingan dan lain-lain. Dalam hal ini penulis telah melalukan penelitian
terhadap masyarakat etnis tionghoa yang ada di kota Makassar
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diantaranya tokoh masyarakat dan organisasi. Untuk melihat bagaimana
kecenderunngan pilihan politik masyarakat etnis tionghoa pada setiap
proses politik di kota Makassar.
5.1. Kecenderungan Pemilih Etnis Tionghoa Dalam Menentukan
Pilihan Politik Pada Setiap Kontestasi Politik di Kota Makassar
Hasil penelitian yang didapatkan dari pengamatan dan hasil
wawancara langsung peneliti dengan masyarakat yang berasal dari etnis
tionghoa menggambarkan bahwa kecenderungan pilihan politik dari
masyarakat etnis tionghoa dalam memilih kandidat mengalami perubahan
ini terlihat dari keadaan yang sekarang dengan dulu. Dimana zaman dulu
masyarakat etnis tionghoa cenderung acuh dan apatis jika berbicara soal
politik , dan dapat dikatakan bahwa  dahulunya masyarakat etnis tionghoa
menyamakan suara mereka dalam menentukan pilihan politik, bahkan
dalam  satu keluarga maupun organisasi.
Setiap menjelang pemilu masyarakat etnis tionghoa rutin
mengadakan pertemuan dengan berbagai sub suku yang meliputi suku
etnis tionghoa diantaranya, Hainan, hokkian, hakka dan katon. Dalam
pertemuan itu yang menjadi inti dari pembahasan yaitu menyamakan
suara dalam menjatuhkan pilihan politik disetiap kontestasi politik yang
akan berlangsung. Biasanya tokoh masyarakatnyalah yang menjadi
penentu siapa kandidat yang akan dipilih nantinya. Hal ini dikarnakan
minimnya fasilitas daninformasi tentang calon kandidat. Tapi seiring
berjalannya waktu, kebiasaan itu mulai hilang, hal ini disebabkan oleh
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semakin modernnya zaman ditandai dengan majunya teknologi dan
pengetahuan seseorang tentang politik itu sendiri. Sekarang orang sudah
lebih mudah mendapatkan informasi tentang sesuatu yang diinginkan
khusunya tentang politik, seperti siapa-siapa saja kandidatnya, bagaimana
latar belakang kandidat dan informasi lainnya.
Adapun hal utama yang menjadi penentu dalam menentukan
pilihannya dipengaruhi oleh tiga pendekatan perilaku pemilih yaitu,
pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional
dalam menentukan pilihan politiknya. Studi tentang orientasi politik dalam
menentukan pilihan politik seseorang dapat dilihat dari perilaku memilih
mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu
partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Dalam perilaku
memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum disini
dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam
sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Secara teoritis, perilaku
pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing
pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional.
Pertama, dalam pendekatan sosiologis34 setiap manusia terikat
didalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat di dalam
berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan,
tempat kerja. Dalam hal ini masyarakat atau pemilih hidup dalam konteks
tertentu: seperti, status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya,
34Dieter Roth, Studi Pemilu Empiris: Sumber,Teori-Teori, Instrumen dan Metode. Jakarta:
Friedrish-Naumann-Stiftung fur die Freiheit. 2008. hal. 48.
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pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang
mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki
normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut
menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengkontrol prilaku
individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu
menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan
tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.
Kedua pendekatan psikologis mengasumsikan jika perilaku memilih
ditentukan oleh faktor psikis seseorang seperti identifikasi diri terhadap
kesukaan dan kualitas kepribadian kandidat, dan informasi politik.
Pendekatan ini menekan bahwa perilaku memilih ditentukan oleh faktor-
faktor psikis. Pendekatan sosiologis dan psikologis menempatkan pemilih
sebagai obyek yang tidak dapat bertindak “bebas” karena ditentukan oleh
struktur sosial dan aspek psikis atau disebutkan juga determinan35.
Ketiga pendekatan rasional, dalam pendekatan ini dipaparkan dua
orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat.
Orientasi isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan
sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang
dihadapi masyarakat? Dan orientasi kandidat mengacu pada sikap
seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya.
Disinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan
rasional. Namun terkadang pula para pemilih rasional yang bisa dikatakan
35Saiful Munjani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, Kuasa Rakyat, Jakarta: Mizan Publika.
2012. hal 98
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sebagai tidak peduli terhadap pemilihan umum, hal ini rasional secara
ekonomi. Sebab utamanya adalah usaha yang diperlukan untuk
mendapatkan informasi politik tidak sebanding dengan imbalannya36.
Menurut Afan Gaffar teori perilaku pemilih psikologis atau mashab
Michigan‟s lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau
sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara
manusia dengan aspek-aspek pemilu antara lain :
1). Keterkaitan seseorang dengan partai politik,
2). Orientasi seseorang terhadap isu-isu,
3). Orientasi seseorang terhadap kandidat.
Dengan demikian, partai politik, isu dan kandidat merupakan
variable independen dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu
pemilu. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep
psikologiterutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelaskan
perilakupemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena
pengaruhkekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai
produk dariproses sosialisasi, artinya sikap seseorang dan orientasinya
merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang
menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan
psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan
perilaku politik.
36Anthony Down, An Ecnomic Theory Of Political Action In A Democracy, at The Journal of Political
Economy, Volume 65, Issue 2. US: 1957. Hal. 140
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Dalam tiap proses politik yang terjadi di Makassar dengan ikut
terlibat atau berpartisipasi didalamnya dapat dijadikan sebagai bagian dari
proses demokrasi, setiap elemen masyarakat ikut merasakan. Dulunya
dalam menentukan pilihan politiknya etnis tionghoa cenderung ikut
dengan apa yang dikomandokan orang tua atau tokoh masyarakatnya,
namun sekarang tiap orang punya pilihan dan pandangan masing-masing.
Seperti yang diungkapkan Frans37:
“Dalam menentukan pilihan politik masing-masing orang
punya pilihan sendiri samaji kayak suku lainnya, kalau sudah
yakin sama pilihan sendiri yah itulah yang dipilih, malah dalam
satu keluarga itu bisa beda pilihan dan pandangan politiknya,
jaman juga sudah semakin modernmi, kalo dulu sih apa yang
dipilih sama orang tua kita itumi juga dipilih tapi jaman
sekarang saya kira susah untuk begitu, tapi karna faktor
pengaruh lingkungan perkotaan semakin besar kotanya jadi
semakin besar juga permasalahannya rumit, sekarang juga ini
sudah bisami orang chinese jadi RT sama RW dulu itu tidak
ada, jadi disini khusus Kec.Wajo rata-rata perbloknya RT/RW
nya itu orang chinese.
Jelas diisyaratkan dalam UUD 1945 pasal 27 dan 28 serta
dijelaskan kembali dalam GBHN 1983 bab IV bidang politik yang berbunyi:
“Perbedaan status sosial maupun ekonomi tidak harus membatasi
persamaan hak dibidang politik”. Hal inilah yang menjadikan etnis
tionghoa menggunakan pendekatan demokratis dan multikultural, untuk
turutserta dalam memakmurkan Indonesia. Semenjak Reformasi iklim
demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan
Tionghoa untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini menggunakan hak pilihnya
dan terjun langsung dibidang politik.
37Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, Bapak Frans 6 juni 2016, Jl. Ternate
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Menurut Ramlan surbakti individu berperilaku dan berinteraksi,
sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku
politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik.
Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya.
Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok
masyarakat mengerjakan kegiatan politik.
Selain antusias dalam mengikuti tiap pemilihan umum atau setiap
kontestasi politik di kota Makassar, masyarakat etnis tionghoa sendiri ingin
ikut terjun langsung dalam dunia politik, hal ini tentunya memberi harapan
bagi etnis minoritas untuk diterima keberadaannya dilingkungan
masyarakat luas, serta ikut berbaur dengan etnis lainnya. Diungkapkan
oleh Surya Tjayanto38:
“Kami ini minoritas ingin diperjuangkan haknya, kami sama-
sama hidup di tanah merah putih ini. Saya lahir disini, saya
besar disini sampai sekarang saya punya anak lima saya
tetap disini. Asal you tau nah kenapa kami menutup diri
seolah-olah kami ini(orang Chinese) yang tidak mau berbaur
sama pribumi, karna kami ini tidak diberi kesempatan untuk
itu. Kalo ada masalah yang ada kaitannya dengan
keturunan(orang Chinese) satu orang yang berbuat
pelanggaran, kami semua yang jadi sasaran, kami yang jadi
bulan-bulanan kemarahan. Memang kami sama-sama
etnisnya tapi jangan kaitkan kami dengan semua etnis
tionghoa yang ada di Makassar ini.”
Daerah Makassar sebagai daerah yang menjadi fokus peneliti yang
bernuansa etnis ini, seringkali terjadi konflik antar etnis yang disebabkan
oleh hal-hal sepele, seperti kata pepatah setitik tuba masuk, sebelanga
38Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat etnis tionghoa, Bapak Surya Tjayanto(Perkumpulan
Hianan Makassar)10 juni 2016, Jl. Sangir
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susu menjadi rusak, hanya satu orang dari etnis Tionghoa yang
melakukan pelanggaran tindakan kriminal, namun seluruh etnis Tionghoa
merasakan akibatnya, dan ada satu kecenderungan bahwa awal konflik ini
seakan “direstui” oleh penguasa pada masa lalu. Selanjutnya surya
mengatakan:
“Kami juga mau hidup harmonis berdampingan dengan
pribumi tanpa merasakan ketakutan, seperti waktu pilwalkot
lalu saya juga ikut memilih, jangan you kira ada kandidat calon
yang berasal dari keturunan Chinese saya harus pilih dia juga,
tidak seperti itu saya punya penilaian sendiri, kriteria sendiri
untuk pilih seseorang. Kandidat itu biarpun sama dengan saya
orang Chinese, belum tentu juga dia peduli sama etnis kami
pasti dia juga punya kepentingan lain toh. Kamu kira orang
Chinese tidak bisa korupsi juga, bisa saja toh39.”
Menurut Rusadi Kantaprawita misalnya, dengan redaksi yang
berbeda namun subtansinya sama menjelaskan bahwa tidak selamanya
yang menjadi hal utama dalam menentukan pilihan politik adalah
kesamaan suku dan ras. Kapabilitas dan kapasitas seorang kandidat juga
merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku  seseorang dalam
berpartisipasi dalam bidang  politik.
5.1.1. Pemilih Rasional
Dalam menentukan pilihan politiknya pemilih memiliki tingkat
akurasi tertentu, melihat bagaimana kehidupan dari kandidat itu sendiri
kehidupan sosialnya, interaksinya dengan masyarakat dilingkungannya
dan pengetahuan serta keyakinan yang diketahui oleh pemilih. Pemilih
tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan
39Ibid.
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perhitungan rasional dan logika40. Biasanya pemilih ini berasal dari
golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan
informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya. Apong41
mengatakan:
“Saya sebenarnya agak takut-takut kalo ada orang tanya
soal politik, jujur saja ini yah. Karna takut salah menafsirkan.
Tapi sedikit saja saya kasi tau, kami-kami ini yang tergabung
dalam satu yayasan sosial suku Hainan selalu saling
mengingatkan jika waktu pemilu baik itu pilpres, pilkada, dan
pileg sudah mendekati, tidak jarang juga kita mengadakan
perkumpulan untuk bahas tentang siapa-siapa saja yang
menjadi kandidatnya. Disitu juga didiskusikan bagaimana
karakteristik dari masing-masing kandidat, apa-apanya saja
yang telah diberikan untuk rakyat, bagaimana kinerjanya
selama ini, tidak terlalu dipersoalkan itu kandidat dari agama
apa, suku apa dan orang asli dari daerah mana. Tapi yang
menjadi inti adalah masing anggota yayasan suku Hainan
yang memiliki hak pilih dibebaskan untuk memilih kandidat
mana yang pantas dipilih”.
Meskipun, aturan, landasan hukum, atau perundang-undangan di
Indonesia sudah sangat jelas. Misalnya dengan undang-undang yang
mengatur tentang penghapusan diskriminasi, UU Kewarganegaraan, dan
UU Hak Asasi Manusia. Ketakutan dan kekawatiran dari masyarakat etnis
tionghoa tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun dalam menentukan
pilihan politiknya mereka tentunya punya pertimbangan sediri-sendiri.
Dalam hal ini pemilih berorientasi rendah untuk faktor ideologi.
Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik dan kontestan
dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak
40Eep Saifullah Fatah dalam bukunya Political Explorer. Tahun 1991.
41Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, Bapak Apong (Anggota Perkumpulan
Hianan Makassar) 6 juni 2016, Jl. Sangir
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begitu mementingkan ideologi kepada suatu partai atau seorang kandidat.
Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan
psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang
signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa
(dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat,
daripada paham dan nilai partai atau kandidat. Jhon42 mengatakan:
“Waktu pilwalkot ada satu kandidat yang berasal dari etnis
Cina memang, tapi bukan itu yang saya pilih. Saya memilih
berdasarkan apa yang tau dari itu kandidat, merakyatkah,
bagaimana latarbelakang politiknya. Tidak selamanya ada
kandidat yang berasal dari suku yang sama itumi juga dipilih.
Saya memilih juga atas dasar pilihan sendiri bukan dorongan
dari siapapun, bukan ki anak kacil mau diatur-atur.
Dikeluargaku semua punya pilihan sendiri, dibebaskanji.
Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu peduli mau ada
orang tionghoa terjun ke politik atau apalah”
Ramlan surbakti menyatakan bahwa pilihan rasional melihat
kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan
rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan
ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil
yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa
pilihan yang ada. Pemilih dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki
motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup.
Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor
kebetulan atau kebiasan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan
yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang
dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan
42Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa,  Jhon 13 juni 2016, Jl. Timor
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pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas
alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling
menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (self interest) maupun
untuk kepentingan umum.
Kecamatan Wajo yang didominasi masyarakat etnis tionghoa, tidak
begitu mempersoalkan asal usul suku dan agama dari kandidat, yang
terpenting adalah kapasitas dan kapabilitas dari kandidat tersebut.
Diungkap juga oleh Richard43:
“Memilih itukan bebas, mau pilih siapapun itukan hak
masing-masing, tidak berarti karna ada kandidat juga orang
etnis tionghoa itu juga dipilih, tidak seberapa ji ini
masyarakat etnis tionghoa juga buat menangkan itu kandidat
yang beretnis tionghoa kira berapa suaraji. Sekarang
pemikiran soal ras, suku dan agama itu sudah bukanmi
pertimbangan untuk memilih. Buktinya disini lorongku pilih
danny ,nah kalo dipikir banyak orang tionghoa tinggal disini”.
Perilaku pemilih memiliki hubungan erat dengan pemilih itu sendiri
dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Mengapa pemilih menjatuhkan
pilihan politik kepada kandidat tertentu. Dan pilihan politik pemilih yang
satu belum tentu sama dengan pilihan politik pemilih yang lain.
Pernyataan diatas dibenarkan pula oleh Chau ing44:
“Berbeda pilihan tiap orang, sekarang tidak seperti dulumi.
Dulu masih jarang orang Chinese ikut memilih. Sebelum ada
ktp tidak bisa ikut memilih orang. Pengetahuan tentang politik
juga tidak ada sekali, partai yang terkenal dulu itu golkarji.
Sekarang banyakmi, sudah berubahmi bebas orang mau ikut
memilih atau tidak, pilih siapa juga bebasmi”.
43Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, Bapak Richard 15 juni 2016, Jl. Buru
44Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, ibu Chau ing 10 juni 2016, Jl. Sangir No.
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Pilihan rasional sangat cocok untuk menjelaskan variasi perilaku
memilih pada suatu kelompok yang secara psikologis memiliki persamaan
karakteristik. Pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari
orang yang sama dan status sosial yang sama tidak dapat dijelaskan
melalui pendekatan sosiologis maupun psikologis. Dua pendekatan
terakhir tersebut menempatkan pemilih pada situasi dimana mereka tidak
mempunyai kehendak bebas karena ruang geraknya ditentukan oleh
posisi individu dalam lapisan sosialnya. Sedangkan dalam pendekatan
rasional yang menghasilkan pilihan rasional pula terdapat faktor-faktor
situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik
seseorang, misalnya faktor isu-isu politik ataupun kandidat yang
dicalonkan. Dengan demikian muncul asumsi bahwa para pemilih
mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik tersebut, dengan kata
lain pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan rasional.
Kebebasan dalam menentukan pilihan politik dari warga
masyarakat etnis tionghoa. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru
(Orba) yang otoriter dan tidak demokratis, meskipun secara prosedural
menggelar pemilu. Pada zaman itu, demokrasi sekadar prosedur rutin
pemilu. Suara-suara kritis dibungkam, kebebasan berpendapat dan
berekspresi dimatikan.
Zaman telah berubah, di alam demokrasi seperti saat ini, rakyat
diberi ruang yang sangat luas untuk ikut menjadi penentu. Rakyat punya
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keinginan untuk perubahan dan itu mutlak disuarakan. Bukan hanya
dengan datang memilih ke bilik suara, tetapi juga melihat secara jernih,
rasional, dan kritis, siapa yang akan ia coblos di bilik suara. Ottong45
mengatakan:
“Belum tentu ji juga saya pilih kandidat dari etnis tionghoa,
saya memang keturunan tionghoa tapi saya tidak mutlak pilih
kandidat yang sama etnisku, tidak begitu. Semua punya
pendirian sendiri tidak harus sama etnisnya. Ikut memilih itu
wajib diatas 17 tahun keatas itukan sudah ditetapkan
memang, jadi teserahmi mau pilih siapa”.
Individu sebagai penyokong legitimasi sistem pemilihan demokratis
adalah seorang warga negara yang memiliki kemampuan untuk
mengetahui konsekwensi dari pilihannya. Kehendak rakyat merupakan
perwujudan dari seluruh pilihan rasional individu yang dikumpulkan (public
choice). Him Melwei mengatakan dalam konteks pemilu di Australia,
istilah public digunakan untuk mewakili masyarakat Australia yang terdiri
dari individu-individu dengan keanekaragaman karakteristiknya. Mereka
bertindak sebagai responden dalam pemilu yang masing-masing memiliki
hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pilihan politik. Public
choice dalam konteks pemilu sangat penting artinya bagi kelangsungan
roda pemerintahan di suatu negara. Bagaimana agenda politik dalam
suatu negara itu disusun, tergantung dari pilihan masyarakat terhadap
agenda yang ditawarkan melalui pemilihan umum.
45Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, Bapak Ottong 6 juni 2016, Jl. Butung
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5.1.2. Pemilih Primordial
Pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan
primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih
yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengagungkan simbol-
simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili
diperkampungan. Pendekatan primordial diperkenalkan pertama kali oleh
Edward Shills yang menemukan berbagai ikatan sosial yang dibedakan
atas ikatan personal, primordial, dan sakral. Ikatan-ikatan tersebut masih
bertahan dalam dunia yang sudah modern.
Pendekatan ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial
dikarakteristikkan oleh gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan,
bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objek
sebagai hal yang tidak bisa dibantah, intensitas solidaritas yang
mengemuka oleh kekuatan koersif, dan  emosi-emosi dan sentimen-
sentimen sakral yang menyatukan mereka46. Seperti yang diungkap Cong
mey ing47:
“Saya ikut mencoblos waktu pilpres, (dalam bahasa
mandarin). Semua ikut memilih keluarga saya sama semua
pilihannya waktu pilpres saya pilih jokowi jadi keluarga pilih
juga jokowi. Dia orang bilang baik jadi saya pilihmi, waktu
pemilihan walikota beberapa tahun yang lalu saya pilih ilham
jadi keluarga juga pilihmi ilham, pemilihan anggota dpr kalau
tidak salah saya pilih William itu hari, karna sama-sama dari
etnis tionghoa, tapi tidak tongji bilang kalo ada orang cina
kandidatnya baru itumi juga dipilih. Tidak selamanya begitu”.
46Pdf Nasionalisme dan Etnisitas oleh Muridan S Widjojo. Hal 9. Diakses 12Mei 2016
47Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, ibu Cong mey ing 10 juni 2016, Jl. Sangir
No. 113
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Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap
kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang given (yang telah
terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang
bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah  dan persamaan dalam
hal agama, suku, bahasa, asal daerah dan adat istiadat. Ikatan primordial
bersifat alami karena diterima oleh seseorang disebabkan keberadaannya
dalam kelompok primordial tertentu.
Kelompok primordial didasarkan atas persamaaan beberapa nilai
budaya yang dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan
agama. Kesamaan atau ikatan primordial yang dimiliki seseorang dalam
kelompok akan menghasilkan solidaritas yang kuat antar sesama anggota
kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku
ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat
mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama.
Semua persamaan ini menghasilkan solidaritas yang amat kuat di antara
anggota-anggota yang membuat mereka bersedia membela kelompok
mereka dengan pengorbanan apa pun.
5.1.3. Pemilih Skeptis
Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi
cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kandidat, juga
tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan
untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih skeptis sangat
kurang karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka
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juga kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik.
Ayong48 mengatakan:
“Kalo soal politik bukan urusan saya itu, biar pemerintah yang
mengurus. Masalah saya ikut atau tidak dalam pemilu, pilkada dsb
biar itu jadi urusan saya pribadi. Semua itu yang berkaitan dengan
politik pasti tidak pernah beres ada-ada saja masalahnya.”
Gambaran bahwa etnis tionghoa di Makassar belum sepenuhnya
ingin terlibat ditiap proses politik yang ada. Pandangan diatas
mencerminkan minimnya pemahaman mengenai politik baik dari segi
sosialisasi, pengetahuan dan pendidikan. Golongan putih didominasi
pemilih jenis ini, Hal ini kemudian menjadikan persoalan yang cukup
krusial dikalangan masyarakat luas. Pemilih jenis ini sama sekali tidak
memiliki orientasi ideologi mengenai politik, dan tidak begitu
mementingkan pemilu. Kalaupun mereka berpartisipasi, mereka
berkeyakinan bahwa hasilnya akan sama saja dan tidak akan membawa
perubahan yang berarti.
Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-
macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut
proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu49. Dari bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik,
terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terdapat berbagai keinginan,
cara dan juga pilihan-pilihan yang dihadapkan dalam suatu sistem politik.
Sehingga dapat dikatakan bahwa, dengan ikut berpasrtisipasi dan
48Hasil wawancara dengan masyarakat etnis tionghoa, Bapak ayong 20 juni 2016, Jl. Sarappo
49 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1991, Hal. 8
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mentukan pilihan politik merupakan faktor-faktor yang menentukan
alternatif keputusan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan, baik yang dilakukan pemerintah maupun
masyarakat50.
50 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992, Hal. 131
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BAB VI
PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang dapat
peneliti ambil setelah melakukan penelitian dan menguraikannya dalam
bab pembahasan. Selain kesimpulan, peneliti juga menawarkan saran
dalam menghadapi fenomena yang sama dengan judul penelitian yaitu
Orientasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar.
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimana kecenderungan pilihan politik masyarakat etnis tionghoa pada
setiap kontestasi politik di Kota Makassar Maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa :
Pilihan politik masyarakat etnis tionghoa cenderung rasional dalam
memilih kandidat pada setiap kontestasi politik di kota Makassar. Dimana
pemilih rasional dimaksudkan lebih melihat dan mengutamakan
kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya. Apa
yang telah diberikan dan diperbuat untuk rakyat serta apa yang akan
dilakukan kedepannya jika terpilih. Pemilih rasional Tidak begitu
mementingkan asal usul agama, suku dan ras dari kandidat, yang
terpenting adalah rakyat punya keinginan untuk perubahan dan itu mutlak
disuarakan.
Hasil penilitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa
masyarakat kota Makassaar khususnya di Kecamatan Wajo yang lebih
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didominasi oleh warga etnis tionghoa dalam mengikuti setiap kontestasi
politik di kota Makassar memiliki pemikiran dan berpendapat bahwa yang
terpenting adalah kapasitas dan kapabilitas dari kandidat, kesamaan etnis
sama sekali tidak berpengaruh, karna dari manapun sukunya, apapun
agamanya tidak ada dampaknya bagi masyarakat etnis tionghoa itu
sendiri.
Terjadi pula perubahan nilai dan kebiasaan atau budaya dalam
masyarakat etnis tionghoa sebab, pada zaman dulu masyarakat ini lebih
menyerahkan pilihan politik sepenuhnya kepada orang tua mereka atau
tokoh masyarakat dan pemimpin organisasi etnis tionghoa itu sendiri.
Dengan kata lain menyamakan suara baik lingkup keluarga maupun
organisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan solidaritas
yang kuat antar kelompok sub suku diantaranya, hokkian, hakka, kanton
dan Hainan.
6.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
Pemerintah Kota Makassar harus mampu membuat kebijakan yang
mengakomodasi semua kelompok etnis yang ada di Makassar. Kepada
pihak-pihak yang berwenangpun untuk menjaga stabilitas keamanan yang
ada di Kota Makassar agar perbedaan etnisitas ini tidak mengarah kepada
konflik terbuka yang berujung pada kekerasan baik pada saat menjelang
pemilu, pelaksanaan dan setelah pemilu dilakukan. Hal ini dapat dijadikan
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instrumen yang menghilangkan arogansi dalam kehidupan bermasyarakat
ditengah kemultietnis dalam sebuah kontestasi politik .
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